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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merapagranata terpenting
dalam setiap negara demokrasi, terlebih lagi bagara yang berbentuk Republik
seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk nmerietiga prinsip demokrasi, yaitu
kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, darargeny pemerintahan secara
teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuknjamin terjaga dan terlaksananya
cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepgni tertentu di dalam tubuh
tertentu di dalam pemerintahan, atau tergantikankgdaulatan rakyat menjadi
kedaulatan penguasa.

Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok spsidlk yang ada dalam
masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga peramkbaik dipusat maupun di
daerah, niscaya terpenuhilah prinsip kedaulatanyatak Selanjutnya, apabila
mekanisme pemilihan umum wakil-wakil rakyat padmbaga-lembaga perwakilan
berjalan sebagai mana mestinya, yakni berlangsangra langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan tertib, aman serta damaika akan terpenuhi pulalah
sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintatamj keabsahan prosedural,
yang selanjutnya akan diikuti pemenuhan keabsalsans&l yang mensyaratkan
adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dakamsme kontrol yang kuat
dan efektif. Akhirnya prinsip kedaulatan rakyat gakeabsahan pemerintahan harus

diiringi oleh prinsip pergantian pemerintahan sadaratur, yaitu terbukanya peluang



bagi dan bergantinya pemangku kepala negara damaelua periode, sebab apabila
tidak akan tergelincir dalam monarki absolut dafaaktisnya’

Sebagai diketahui Indonesia adalah Negara hukuintensebut tercantum
jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasagaie Republik Indonesia
Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 194&#bagai negara hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan sangetfaing dalam konsep negara
hukum itu, bahwa yang dijadikan panglima dalam wiika kehidupan kenegaraan
adalah hukum, bukan politik ataupun ekonémi.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tygakok hukum adalah
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, meai@pt ketertiban dan
keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di analsgt diharapkan kepentingan
manusia akan terlindungi.

Indonesia disebut sebagai negara demokratis, kardnadalamnya
mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan [pi#psinsip demokrasi.
Kaitannya dengan hal ini J.B.M Ten Berge, menyedutbahwa prinsip-prinsip

tersebut, sebagai berikit:

1. Prinsip-prinsip Negara Hukum
a) Asas Legalitas, pembatasan kebebasan warga neglata gemerintahan)

harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yamgpakan peraturan

*A. Mukthie Fadjar,Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi (M@bangun Pemilu Legislatif,
Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Persétian Hasil Pemilu Secara Demokratis) Setara Press,
Malang, 2013, HIm 1-2.

2 Jimmly Asshidigie, Gagasan Negara Hukum Indonesia
http://www.Jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Beg Hukum_Indonesia.pd{Online), diakses 8 Mei
2014.

% Sudikno Mertokusumdvlengenal Hukum (Suatu Pengantar) Liberty, Yogyakarta, 2005, Him 77.

4 Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2003, Him 6-8.




umum. Undang-Undang secara umum harus memberikaimga terhadap
warga negara dari tindakan yang tidak benar. Pafslemn wewenang oleh
organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya padiang-Undang tertulis,
yakni Undang-Undang formal;

b) Perlindungan hak-hak asasi;

c) Pemerintahan terikat pada hukum;

d) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegdkaékum, hukum
harus ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar penmah harus menjamin
bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument igupdnegakan hukum.
Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggan melalui sistem
peradilan negara. Memaksakan hukum publik secamaipmerupakan tugas
pemerintah;

e) Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritdsiniutidak dapat
ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaed&@an oleh organ
pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negarkurhu diperlukan

pengawasan oleh hakim yang merdeka.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi
a) Perwakilan Politik, kekuasaan politik dalam satgara dan dalam masyarakat
diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih eelpemilihan umum;
b) Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerinti@am menjalankan
fungsinya sedikit banyak tergantung secara pol@tu kepada lembaga

perwakilan;



c) Pemencaran Kewenangan, konsenterasi kekuasaan dadeyarakat pada
satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wena@eh. karena itu
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencgr&da organ-organ yang
berbeda;

d) Pengawasan dan Kontrol, penyelenggaraan pemenhatals dapat dikontrol;

e) Kejujuran dan Keterbukaan pemerintah untuk umum;

f) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan kebarata

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang DasgardNeRepublik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang makgatbahwa Gubernur, Bupati,
dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan gdapemilihan Kepala Daerah
maka dipandang sebagai bentuk yang paling nyata k#@@laulatan yang berada
ditangan rakyat serta wujud yang paling nyata g@pdsi rakyat dalam

penyelenggaraan administrasi negara.

Didalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tidak tdagikepaskan
keterkaitanya dengan aparat pelaksanaan pemilu l&epmerah itu sendiri.
Khususnya yang telah berlangsung pada masa peageskri rezim Pemilihan
Umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terpgoielaksanaan Pemilu Kepala
Daerah senantiasa diawali dengan menjadi bagiam yalak terpisahkan dari
perjalanan Pemilu Kepala Daerah ditanah air bes@dayelenggaraan atau

pelaksanaanya yang untuk waktu yang lama dijalanketmpemerintah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan doga sebagai
penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil akepDaerah diberikan

kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 200Mgmor 12 Tahun 2008

SSamsul WahidinHukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan UmunKepala Daerah Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2008, HIm 45.



tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yangieéetaimtum dalam Pasal 57 ayat
(1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daesah \Wakil Kepala Daerah

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan UmumPUK akan
menetapkan bakal calon yang akan mengikuti daldmaptn pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bakal calon tertséiferivikasi, dan berhasil lolos
dengan status baru, sebagai pasangan calon KepaalD dan Wakil Kepala
Daeralf Penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan bin{PU) terhadap
pasangan bakal calon dilakukan setelah para baltah aonemenuhi syarat sesuai
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06ufa®011 tentang Tata Cara

Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepatxdba

Adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalarBfaesecara langsung,
disadari atau tidak disadari masih terjadi pernsdsal, permasalahan itu dapat
menimbulkan sengketa di daerah-daerah. Di kota Basalnya, pada hari Selasa,
tanggal 2 Oktober tahun 2012 masyarakat Kota Batlakaokan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2@1Z-%ang telah dimenangkan
oleh Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang telagssaeldilantik oleh Gubernur

Jawa Timur yakni Soekarwo pada tanggal 26 Dese2{iE?.

Dalam proses pemenangan tersebut Eddy Rumpoko dajul PSantoso
pernah meninggalkan permasalahan. Pasalnya awalalpean Eddy Rumpoko
sempat tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Um(KPU) Kota Batu dengan
adanya Surat Putusan Nomor : 270/188/KPU Kota @P931/VIII/2012 tentang

Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan dan Suratusan Nomor

8Samsul Wahidin, Ibid, him.3



270/75/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan rCging Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakihlld Daerah Kota Batu Tahun

2012.

Dengan adanya Surat Putusan Nomor : 270/188/KP@ Ria#.329951/VIII/
2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu digugdeh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuari{@ata Batu dalam hal ini
diwakili oleh Cahyo Edi Purnomo, SH. MH. Selaku @tDewan Pimpinan Cabang
(DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan\Dito Argo selaku Sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Insland€erjuangan Kota Batu
dalam hal ini sebagai Penggugat, dan Komisi Peamlibmum (KPU) Kota Batu
sebagai Tergugat. Duduk sengketa dan obyek gugbdten Usaha Negara yakni
Keputusan Tergugat Nomor: 270/188/KPU Kota 041.5299I11/2012 tentang Hasil
Penelitian Ulang Surat Pencalonan dan Keputusagu@et berupa berita acara
Nomor : 270/75/BA/NVI1I/2012 tentang Penetapan PgaanCalon yang memenuhi

syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

Alasan dan dasar gugatan, bahwa dalam pelaksaeaafifan Umum Kepala
Daerah Kota Batu Tahun 2012 menggunakan dasar hifenaturan KPU No. 06
Tahun 2011 tentang tata cara pencalonan pemilulKdpaerah dan Wakil Kepala
Daerah, bahwa Tergugat telah menetapkan tahapaograpn, dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dakil \Wapala Daerah Kota
Batu Tahun 2012, bahwa Penggugat adalah partaikpghng mengusung Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai Bakal Pasangiom &Gepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu dalam pemilihan Kep@herah Kota Batu Tahun
2012, yang pada tanggal 19 Juni 2012 Penggugat eremkan kepada Tergugat

berkas syarat pemilihan Umum Kepala Daerah dan Madpala Daerah Kota Batu



Tahun 2012 atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Sargelsku calon Kepala

Daerah dan Punjul Santoso selaku calon Wakil Kepakrah.

Bahwa oleh karena penyerahan dokumen tanggal 19 20d? belum
sepenuhnya lengkap, maka pada tanggal 5 Juli 2G®ygagat menyerahkan
dokumen kelengkapan bakal calon sebagaimana térsgdlam tanda terima
perbaikan surat pencalonan beserta lampirannyalipamumum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Bahwaagaimana yang tersebut
dalam tanda terima perbaikan surat pencalonanthdsenpiranya Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2@ttnggal 5 Juli 2012
halaman 4 pada bagian kelengkapan berkas angkeufLbhkiolom keterangan secara
nyata disebutkan: Dokumen terdiri dari surat ketgeem penganti ijasah, Surat
keterangan Diknas Surabaya, surat keterangan dé&ar dalai, bahwa dengan
demikian bakal pasangan calon yang diusung olegdeyat berdasarkan bukti pada
angka 5 telah memenuhi syarat Pasal 9 ayat (5paepangganti persyaratan dalam

Pasal (9) ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomorabuh 2011.

Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2012 tetatenma keputusan
Tergugat Nomor: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIIt20tanggal 7 Agustus 2012
tentang hasil ulang surat pencalonan beserta lampia pemilihan umum Kepala
Daerah Kota Batu tahun 2012, bahwa keputusan tgrgettla bagian kelengkapan
persyaratan syarat calon pada angka 1 (Fotocopghj&TTB SD atau sederajat
disebutkan dalam kolom penelitian ulang telah mearmensyarat, Fotocopy
ijasah/STTB SLTP atau sederajat disebutkan dalalonk@genelitian ulang tidak
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal @2ayatruf d Peraturan KPU No.
6 Tahun 2011, Fotocopy ijasah/STTB SLTA atau sededisebutkan dalam kolom

penelitian ulang telah memenuhi syarat).



Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KiBbhor. 6 Tahun 2011
disebutkan: Fotocopy ljasah/STTB SD, SLTP ataleisgdt yang telah dilegalisasi
oleh sekolah yang bersangkut&ahwa pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU No. 6 Tahun
2011 menyebutkan “dalam hal ijasah/STTB bakal cédarena sesuatu dan lain hal
tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib neetakan surat keterangan

pengganti ijasah/STTB dari sekolah bersangkutan”.

Bahwa dengan demikian dasar hukum Tergugat mergmatattak memenuhi
syarat sebagaimana angka 8 huruf b diatas yanggouaakan pasal 9 ayat (5)
Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 untuk menilai kdtapgn syarat calon
sebagaimana angka 8 huruf b diatas. Bahwa dengaikida secara nyata Tergugat
telah melakukan kesalahan, tidak teliti dan tideakmat (bertentangan dengan asas-
asas umum pemeritahan yang baik yaitu Asas Kecamnadalam melakukan
penelitian ulang, sehingga membawa akibat hukumuiesan Tergugat Nomor :
270/188/KPU Kota 014. 329951/VIII/2012 tanggal 7 uAtus 2012 tentang Hasil
Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lammrd®gmilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2fH2 Keputusan Tergugat
berupa berita acara Nomor: 270/75/BA/VI111/2012 tgalg7 Agustus 2012 tentang
Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syaratispleagrta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batuuma2012 harus dinyatakan

batal atau tidak sah.

Bahwa dengan demikian semua persyaratan bakal galog diusung oleh
Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPUG6N®ahun 2011 telah
terpenuhi. Bahwa selain itu dalam pasal 58 Undandadg nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 nlTak@04 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 58 menyebutkan Kelmla Daerah dan Wakil



Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indengsng memenuhi syarat :
Huruf ¢ “Berpendidikan sekurang-kurangnya sekokfjutan tingkat atas dan atau
sederajat”. Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan BRidypoko sebagai bakal
calon Walikota Batu Periode 2012-2017 menggunajesah SMA Negeri V Kota

Madya Malang yang telah diperiksa kebenaranya legtala SMA Negeri V Malang

tanggal 14 Juni 2012 Nomor Register 4621/TU/2012agaimana diwajibkan oleh
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bepimijelasanya sehingga Eddy

Rumpoko selaku Walikota Batu yang diusung oleh Begagt telah memenuhi syarat.

Dengan pertimbangan-petimbangan sesuai fakta Hakatam mengadili
Perkara ini telah memutuskan dalam Putusan Norhd2/G/2012/PTUN.SBY bahwa
Tergugat harus menetapkan Eddy Rumpoko dan PuapidoSo sebagai pasangan
calon yang memenuhi syarat peserta Pemilihan Umapala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan menyataksal ban harus mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan TréiRl) (Komisi Pemilihan
Umum Kota Batu) Nomor: 270/188/KPU Kota-014.329981/2012 tanggal 7
Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang SuexicBlonan beserta lampiranya
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 20ds2tia Keputusan Tergugat
KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Batu berupa Beritscara Nomor
270/75/BA/VIII2012 tentang Penetapan Pasangan rCaiang memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah d&il Wepala Daerah Kota Batu
Tahun 2012. Dan memerintahkan kepada Tergugat Kdtemsilihan Umum (KPU)
Kota Batu untuk menerbitkan surat Keputusan bakmiymenetapkan saudara Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calum tglah memenuhi syarat

peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kkepaerah Kota Batu Tahun



2012. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dsitéang terbuka untuk umum pada

hari Kamis, Tanggal 20 September 2012.

Dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha N&gaadaya Nomor :
112/G/2012/PTUN.SBY Terguggat yakni Komisi PenahhUmum (KPU) Kota
Batu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 29/KtsIKKota-014.329951/2012
tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon KepalatDdamaWakil Kepala Daerah
Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, SebAgaangan Calon Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala bakna Wakil Kepala Daerah
Kota Batu Tahun 2012. Surat Keputusan ini dikelaarloleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Batu pada tanggal 21 September 2012

Penulis menilai bahwa Keputusan Komisi PemilihanudnmKPU) Kota Batu
Nomor : 29/Kpts/KPU/ Kota-014.329951/2012 telah langgar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggemtean Pasal 115 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tagh&$&egara yang berbunyi
“hanya putusan pengadilan yang telah memperolehdtek hukum tetap yang dapat

dilaksanakan”.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang muncul dlaedpidang, maka
penegakan hukum juga yang menjadi sorotan yangajtéahkan dapat dikatakan
penegakan hukum menjadi salah satu alasan akaititasapemerintahan. Apabila
penegakan hukum tidak terlaksana dalam reformasbdgjai peraturan yang dibuat
hanya menguntungkan satu pihak saja serta tidakanbemengemukakan
permasalahan dan menyelesaikanya sefzaradan terbuka. Berpijak pada prinsip

negara hukum sebagaimana tersebut maka makna negluen adalah kekuasaan



negara dibatasi oleh hukum dan tidak berdasarkas lkgkuasaan belaka. Semua

lembaga negara, hak dan kewajibanya senantiasaidigan dilindungi oleh hukurh.

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara PeradilanUsdha Negara berbeda
dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umunen&aadanya pembatasan
waktu pengajuan dapat diajukan hanya dalam wakiggtng 90 hari terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badmi@ Tata Usaha Negara.
Dan Pemerintah dalam menggunakan wewenang publjko wa@engikuti aturan-
aturan Hukum Administrasi Negara agar tidak terjpenyalagunaan wewendng
Keputusan-keputusan tersebut terikat pada 3 (taggs hukum, yaitu: 1) Asas
Yurudikitas (rechmatiheid)artinya pemerintahan maupun administratif tidakehol
melanggar hukunfonrechtmatige overheidsdaad)) Asas Legalitagwetmatigheid)
artinya keputusan harus diambil berdasarkan suataniuan Undang-Undang; 3)
Asas Diskresi(discretie, Freis, Ermessenprtinya pejabat penguasa tidak ada
peraturanya. Oleh karena itu diberi kekebasan untakgambil keputusan menurut
pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asasliktas dan asas legalitas

tersebut diatas.

Suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjaditinme sebagai
konsekuensi keterbukaan dalam era demokrasi. Keputliata Usaha Negara sebagai
salah satu tindakan pemerintahan hukum publik sgbpgnetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsaharBlggag berisi tindakan hukum
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan pegsnddangan yang berlaku yang

bersifat konkrit, individual, dan final yang meniaoikan akibat hukum bagi seseorang

"Mansyur,Penerapan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5afiun 1986 jo Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200%mtang Peradilan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usa Negara Samarinda Tesis, 2012, him 1.

g Prajudi Atmo SudirdjoHukum Administrasi Negara, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, Him 84.



atau badan hukum perdata. Dalam hal ini penulisnbksud mengkaji dan

menganalisis ukuran keabsahan suatu KeputusanUlatha Negara (KTUN) yang

dikeluarkan Komisi Pemilihhan Umum (KPU) Kota Batlengan adanya Surat
Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2018taeg penetapan bakal
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepalaldataa nama Eddy Rumpoko dan
Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang mensauat sebagai peserta pemilu
kepala daerah dan wakil kepala daerah kota batunt@012 terhadap pemilihan

umum Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2012-20

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, makamusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

Apa implikasi hukum keputusan KPU nomor 29/kpts/kpkota-
041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bdkal legpala daerah dan wakil
kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjtds®asebagai pasangan calon
yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kelpal@h dan wakil kepala daerah

kota Batu tahun 2012 terhadap pemilihan walikotaite?012-20177?

. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyail gupian yang jelas dan
sudah pasti sebagai sasaran yang akan dicapai amukecahkan masalah yang
dihadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang tBk@mukakan diatas, tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis implikasi hukum keputusan konpsmilihan umum

nomor 29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang fagae pasangan bakal calon



kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nachaMEgnpoko dan Punjul Santoso
sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sqiesgata pemilu kepala daerah
dan wakil kepala daerah kota Batu tahun 2012 tewhgzemilihan walikota tahun
2012-2017.
. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharap&da manfaat yang dapat
diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari p&aalini diantara lain adalah:
1. Manfaat Teoritis
a) Sebagai wacana untuk pengembangan lImu Hukum khysugmu Hukum
Administrasi Negara yang terkait dengan implikaskum keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan bakal pasamgdon Kepala
Daerah terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Wahko
b) Sebagai referensi untuk melakukan penelitian seflay@ yang berkaitan
dengan implikasi hukum keputusan Komisi Pemilihamuth (KPU) dalam
menetapkan bakal pasangan calon Kepala Daerah dégrhgemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

2. Manfaat Praktis
a) Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaatn ddapat
menambah pengetahuan khususnya terkait dengarkasipliukum keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan bgb@bangan calon
Kepala Daerah terhadap pemilihan Walikota dan \Wafalikota.

b) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah



Penelitian ini dapat menjadi masukan yakni agarge&hui secara
ideal tujuan daripada dilaksanakannya pemilihan rankepala daerah dan
wakil kepala daerah beserta sistem penyisihan litah kepala daerah dan

wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan pareyang berlaku.

c) Bagi Masyarakat Umum
Penelitian ini dapat sebagai tambahan wacana, niafsir dan
pengetahuan tentang implikasi hukum keputusan KoResnilihan Umum
(KPU) dalam menetapkan bakal pasangan calon Kepakrah terhadap

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

E. Sistematika Penulisan
Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebit m@ngenai masalah
yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terleb#hdlu isi penelitian secara ringkas
agar diketahui garis besar isi yang terkandungtdirdnya.
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagenjadi 5 (lima) bab,

dengan rincian sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakangalmla yang memuat alasan
pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan fakdktor yang mendorong
dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahag gala yakni dengan adanya
keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nom 29/Kpts/KPU Kota-
014.329951/2012, serta Putusan Pengadilan TataaUdabara Surabaya Nomor :

112/G/2012/PTUN.SBY. Rumusan masalah yang memuatam@an singkat



menjelaskan apa yang akan diteliti yakni mengaisaksputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Batu Nomor : 29/Kpts/KPU Kota-0129951/2012, Tujuan
penelitian ini tentang apa yang hendak akan dicags@am penelitian yakni
menganalisa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPWtaK Batu Nomor :
29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 terhadap pemilihe#ralikota dan Wakil
Walikota Batu, serta manfaat penelitian yakni méggel mengenainkracht-nya
suatu putusan yang dapat dilaksanakan sesuai defgjantuan peraturan yang
berlaku yakni Pasal 115 Undang-Undang Nomor : 5umal®86 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara berbunyi “Hanya putusan pengadiag telah memperoleh

kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka mengenai teori-tatau pendapat-pendapat dari
para ahli serta hasil atau informasi lainya yangsdiean dengan permasalahan dalam
penelitian yang dilakukan dan selanjutnya dijadikaedoman bagi pemecahan

masalah yang telah diuraikan sebagaimana dituanugaa Bab II.

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunaldend melakukan penelitian ini
serta metode yang digunakan untuk menganalisisnbddna hasil penelitian, jenis dan
sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan huteknis bahan hukum, dan

definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN



Pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pé¥aban dari rumusan masalah yang
telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telgdbarkan di dalam metode
analisis mengenai implikasi hukum keputusan KPU BiorA9/Kpts/KPU Kota-
041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bdkal legpala daerah dan wakil
kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjtds®asebagai pasangan calon
yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kelpal@h dan wakil kepala daerah
kota Batu tahun 2012 terhadap pemilihan walikota dakil walikota tahun 2012-

2017.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pendamhayang telah dilakukan
berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kaatg saran sebagai sumbangan
pemikiran untuk pokok permasalahan kedepanya mangéenplikasi hukum
keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU Kota-041.32995120&ntang penetapan
pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil keged@mah atas nama Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan cat@nrgemenuhi syarat sebagai
peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala dder@a Batu tahun 2012 terhadap

pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2012tZ0



BAB I
KAJIAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum
1. Pengertian Pemilihan Umum

Secara universal Pemilihan Umum (Pemilu) adalakrumen mewujudkan
kedualatan rakyat yang berkeinginan membentuk petaban yang absah dan
sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingayat. Menurut Demos, Sebuah
negara dinyatakan sebagai negara yang demokratibilaptelah menjalankan
pemilihan umum yang jujur, rahasia, adil, bebasldagsung:

Hal ini sejalan dengan berbagai pakar [Imu HukumaTislegara, bahwa
pemerintahan dalam menentukan jalanya negara derilk@tannya dalam berbagai
sektor kehidupan masyarakat, telah menimbulkan tdnggapan, yakni: pertama,
tanggapan yang mempertanyakan relevansi realitseshbiet dengan prinsip demokrasi
sebagai salah satu prinsip hidup bernegara yargpfoental. Tanggapan ini seakan
menggugat kenyataan bahwa peranan negara yang begiar dan yang pada batas
tertentu telah menghambat aspirasi dan partisigasi bawah adalah realitas yang
agaknya kurang menguntungkan bagi palaksana desiokian perlu diambil
langkah-lagkah konstruktif. Kedua, tanggapan yangneoba menjelaskan atau
memberi pijakan teoritis atas realitas kepolitiklmg menunjukan dominasi peran
negara ittf.

Terdapat lima belas (15) aspek dalam pemilihan urdemokratis, yakrﬁ:

1) Penyusunan Kerangka Hukum

! Tim Penulis DemosMenjadikan Demokrasi Bermakna dan Pilihan di Indonesia, Demos, Jakarta, 2005,
him 9.

2Moh Mahfud MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, HIm 1.

*Tim Peneliti,Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014) USAID, [3®, Jakarta,
Him 7-11.



2)

3)

Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rsglingga tidak
bermakna ganda, mudah dipahami dan harus dapatonoéingemua unsur sistem
pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yagmokrasi. Istilah
“Kerangka Hukum Pemilu” mengacu pada semua Undamdpblg dan dokumen
hukum yang terkait dengan pemilu. Secara khususafkgka Hukum Pemilu”
meliputi ketentuan Konstitusional, Undang-Undang emiBu dan Undang-
Undang lain yang berdampak pada Pemilu. Dalam g&ehukum tersebut harus
diterangkan bahwa kekuasaan badan-badan pelakssmnidu Rlinyatakan secara
jelas, dibedakan, dan diuraikan untuk mencegaladielya pertentangan atau
tumpang tindih kekuasaan yang sedang dijalankdnl@dan-badan lainya.
Pemilihan Sistem Pemilu

Standar internasional menyebutkan, di dalam sigtemilu harus terdapat
badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu dan lagabpenyelenggaraan pemilu.
Sistem Pemilu harus memastikan bahwa pembagiatikpolsuk dalam kerangka
hukum Pemilu untuk menjamin kepesertaan dan ketdlawa politik sehingga
pertentangan antara kelompok dapat diakomodasRamilihan sistem pemilu
terlebih dahulu harus menghitung-hitung sistem hemmana yang dapat
memenuhi tujuan-tujuan dan sesuai dengan keadaéal, qmlitik, geografis, dan
sejarah negara.

Penetapan Daerah Pemilihan

Kerangka hukum Pemilu harus memastikan bahwa dgszatilihan dibuat
sedemikian rupa sehingga setiap suara setara meokapai derajat keterwakilan
yang efektif. Kerangka hukum mesti merumuskan bbagaa merencanakan dan
menetapkan daerah pemilihan agar dari awal kelomkpliknpok politik

menyadari akan konsekuensi-konsekuensinya.



4)

5)

6)

Hak Memilih dan Dipilih

Kerangka hukum harus memastikan semua warga negarg memenuhi
syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpaidiknasi. Jaminan bahwa setiap
warga negara bisa menggunakan hak memilih danildipgddemikian penting
sehingga dibeberapa negara ketentuan tersebut rdakuk konstitusi.
Badan Penyelenggara Pemilu

Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa pekdependen. Hal ini
merupakan persoalan penting karena masing-masiagsa@ma pemilu membuat
dan melaksanakan keputusan yang dapat dipengasihpemilu. Oleh karena itu
badan tersebut harus bekerja dalam kerangka wakiy gukup, memiliki sumber
daya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memgeangka hukum Pemilu
harus mengatur ukuran, komposisi dan masa kerjgaamgBadan Pelaksana
Pemilu, juga perlu diatur hubungan antara BadamkBaha Pemilu Pusat dan
Badan-badan Pemilu tingkat yang lebih rendah seufaungan antara semua
Badan Pemilu dengan badan eksekutif. Kerangka hukwembuat ketentuan
tentang mekanisme untuk memproses memutuskan daangeni keluhan dalam
Pemilu secara tepat waktu.
Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih

Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpangan daftamilih secara
transparan dan akurat, melindungi hak warga negarg memenuhi syarat untuk
mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang sedata 4ah atau curang. Hak
untuk memberikan suara dilarang apabila kerangkarhunempersulit seseorang
mendaftar untuk memberikan suara. Hak untuk merkdoersuara juga dilarang
apabila kerangka hukum gagal menjamin akurasi dpétanilin atau memudahkan

pemberian suara secara curang.



7) Akses Kertas Suara Bagi Partai Politik dan Kandidat

8)

9)

Semua partai politik dan kandidat dapat bersaingndaPemilu atas dasar
perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik #atentuan akses kertas suara
mungkin sama dengan pendaftaran partai politilepieterangka hukum Pemilu
dapat membuatnya lebih mudah bagi partai politikgyéelah terdaftar untuk
berada dikertas suara. Kerangka hukum Pemilu hmamgatur hak bagi individu
dan kelompok untuk secara bebas mendirikan padi#tikpmereka sendiri atau
organisasi politik lainya, dengan jaminan hukum gzanemungkinkan mereka
bersaing satu sama lain atas dasar perlakuan grgdjreadapan hukum.
Kampanye Pemilu yang Demokratis

Kerangka hukum harus menjamin setiap partai palitik kandidat menikmati
kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasammpeikiwserta memiliki
akses terhadap para pemilih dan semua partai dadidesa harus dapat
menyampaikan program-program masalah politik, damgrahan yang mereka
ajukan secara bebas kepada para pemilih selamakaagmnye. Masa kampanye
harus ditetapkan dan harus mulai setelah pencalgang sah dari partai dan
kandidat serta diakhiri satu atau dua hari sebglemberian suara.

Akses Media dan Kebebasan Berekpresi

Semua partai politik dan kandidat memiliki aksesredia. Kerangka hukum
harus menjamin mereka diperlakukan secara adil mletlia yang memiliki atau
dikendalikan oleh negara. Tidak ada pembataséiadap kebebasan berekpresi

partai politik dan para kandidat selama kampanye.

10)Pembiayaan dan Penggeluaran

Kerangka hukum harus memastikan semua partai kpollin kandidat

diperlukan secara adil oleh ketentuan hukum yanggaier pembiayaan dan



pengeluaran kampanye. Tersedianya alternatif pilibagi pemilih tergantung
kepada adanya partai-partai politik yang kuat. Ralii@nnya partai-partai politik
memerlukan basis dana untuk membiayai kampanyekdgiatan operasiaonal
partai.
11)Pemungutan Suara
Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutarma slapat diakses
semua pemlilih. Terdapat pencatatan yang akurat kegas suara dan jaminan
kerahasiaan kertas suara. Standar internasioanghaarskan suara diberikan
dengan menggunakan kertas suara yang rahasia etagard menggunakan
prosedur suara lain yang setara, bebas, dan rahasia
12)Perhitungan dan Rekapitulasi Suara
Perhitungan suara yang adil, jujur, dan terbukaupedtan dasar dari Pemilu
yang demokratis. Oleh karena itu kerangka hukumsharemastikan agar semua
suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasigan akurat, merata, adil dan
terbuka. Hal ini mengharuskan perhitungan pentaiana dan pengkonsolidasian
suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidamaetau dan masyarakat umum.
13)Peranan Wakil Politik dan Kandidat
Guna untuk melindungi integritas dan keterbukaamiRe perwakilan partai
kandidat harus dapat mengamati semua proses petannguara. Kerangka
hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakpartai dan kandidat
ditempat pemungutan suara dan perhitungan suarausHaga dijelaskan,
meskipun perwakilan partai dan kandidat mempertearyakeputusan petugas
pemungutan dan perhitungan suara, namun dia tids&hbmempengaruhi
pemilih, mengabaikan petunjuk petugas dan menggan@gmungutan dan

perhitungan suara.



14)Pemantau Pemilu
Untuk menjamin transparasi dan meningkatkan krelges) kerangka hukum
harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memaemua terhadap
Pemilu. Kehadiran pemantau Pemilu dari dalam maugam luar negeri di
negara-negara yang demokrastis sedang berkembamderaag menambah
kreadibilitas dan legitimasi terhadap proses pemdng dipantau. Pemantauan
juga berguna untuk mencegah kecurangan pemilu, ughya pada saat
pemungutan suara.
15)Kepatuhan Terhadap Hukum dan Penegakan PeratunsituPe
Kerangkan hukum Pemilu harus mengatur mekanisme pkaryelesaian
hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhddiagang-Undang Pemilu.
Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap wargagara harus dijamin dan
pelanggaran terhadap menggunakan hak memilih daiihdakan dikenakan
sanksi. Kerangka hukum harus memastikan adanyagamnalarangan dan sanksi-

sanksi terhadap siapa saja yang melanggar lardagargan tersebut.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen teipgrdalam demokrasi
yang menganut sistem perwakifafemilu merupakan salah satu perwujudan
keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik sebuyara yang demokrafis.
Pemilu merupakan pilar bagi suatu negara yang nkendiainya sebagai negara
yang demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpallPeRemilu memiliki
makna strategis dalam proses berdemokrasi, kamaa gpemilu menunjukan

beberapa besar dukungan rakyat kepada pejabapaitta politik, Pemilu juga

4 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 1998, Him, 55

5 Notosusanto dan SoeseBuku Panduan Untuk Pelatihan Pemantau Pemilu2004, Jakarta Centro, 2003,
Him. 23

® Mashudi,Pengertian-pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hkum Pemilu di Indonesia Menurut
UUD 1945,Mandar Maju, Bnadung, 1993, Him, 23



berfungsi sebagai sarana bagi rakyat dan pengualsaligeils sarana untuk
mempertajam kepekaan pemerintah dan anggota l#gistahadap aspirasi

rakyat’

Pemilu saat ini dianggap oleh sebagian besar masytatuas adalah
sebagai satu-satunya cara bahkan mungkin diangga@ yang dianggap
demokratis untuk membentuk atau memperoleh suatuagédan pemerintahan
yang legitimatif. Anggapan seperti ini tidak sajaatharkan oleh para ahli tata
negara dan ahli atau pengamat politik. Dengan siafikanya pemilu luber dan
jurdil maka secara langsung ataupun tidak langsumka rakyat dapat
melakukan regenerasi atau pergantian kekuasaarripgghan secara damai dan
benar sesuai dengan yang telah diterapkan dalastiksn sebuah negara. Pada
hakikatnya, pelaksanaan dari sebuah pemilu merapakestrumen dari

pembentukan sebuah pemerintahan yang modern danssa demokrati®.

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepalerafi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tdiatur tentang
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahandari Pasal 65 sampai
dengan Pasal 118, Kepala Daerah dan Wakil Kepatabadipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demadBeatiasarkan asas Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang diajulai partai atau gabungan

dari partai politik.

'Salim HS, Hairus dkk/slam dan Pemilu: Panduan Menghadapi Pemilu 20Q4Yogyakarta: Yayasan
Lembaga Kajian Islam dan Sosial bejerjasama dedgangan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, 2004,&Im
8 Hengki Tri Atmoko,Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sebagai Pgalenggara Pemilihan
Kepala Daerah 2009, HIm 10.

9 Siswanto Sunarndéjukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Sinar Grafika, Jakarta, HIm 130



Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraleleliggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawképada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tygastomisi Pemilihan
Umum (KPU) yang menyampaikan Kepala Daerah kepadR@D dalam
mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala DaenatW\aikil Kepala Daerah,
dibentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daegaig\keanggotaanya terdiri
atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan TirRgyis, dan Tokoh Masyarakat.
Anggota pengawas sebagaimana dimaksud pada ayar{@nlah lima (5) orang
untuk propinsi, lima (5) orang untuk kabupatergékdfn tiga (3) orang untuk
kecamatan. Panitia pengawas pemilihan Kepala DakmalWakil Kepala Daerah
dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD da&nkewajiban
menyampaikan laporanya.

Persyaratan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil ldeg2aerah.
Persyaratan umum calon Kepala Daerah dan Wakil lsdpaerah adalah warga
negara Republik Indonesia yang memenuhi sy8rat:

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Uhbtelagng Dasar Negara
Republik Indinesia Tahun 1945, cita-cita ProklambsiAgustus 1945, dan
kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah;

c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutagkat atas dan/atau
sederajat;

d) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil peraankskesehatan

menyeluruh dari tim dokter;

101bid, HIm 130-131



f) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasrkamgaut pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena maaktindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara peling lamang&)(tahun atau lebih;

g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan patpengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakatetatinya;

i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedigkuiumumkan;

j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara gegan dan atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabanya yanmggian keuangan
negara;

k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putysamgadilan yang telah
memperoleh kakuatan hukum tetap;

[) Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

m) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayargakpa

n) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang mdnangra lain riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandumagpisatau istri;

0) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atddl Wepala Daerah
selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama; dan

p) Tidak pernah dalam status sebagai pejabat Kepaeaba

3. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung



Pemilihan langsung terdiri dari kata “Pemilihan’ndd.angsung”. Menurut
W.J.S Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa ésionlebih lanjut
mengemukakan atau mengartikan “Pemilihan” sebagabyatan (hal, cara)
memilih. Kata “Memilih” di sini berarti, menunjukofang, calon) dengan
memberikan suaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa ds@olyang dimaksud
dengan kata “Pemilihan” adalah suatu proses, carauptan memilih, sebagai
berikut: langsung pemilihan (anggota DPRD) langswigh rakyat; umum
pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh a@ksuatu negara (untuk
memilih wakil rakyat):*

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapathdg#hgan menggunakan
salah satu dari 3 (tiga) sistem pemilihan, yaitu:

a) First Post the Post;

b) Two Round System;

c) Preferential Vote

First Post the Postmerupakan cara yang paling sederhana untuk nfemili
seorang Kepala Daerah, dimana memberikan kursilKdpaerah kepada calon yang
memenangkan suara terbanyak. Sedan@kamRound Systedimana cara ini adalah
untuk menghindari calon terpilih hanya dengan mdvah suara dengan proporsi yang
sangat kecil adalah ikut mengadakan pemilihan pot&edua, apabila tidak ada
seseorang calon yang memenangkan suara mayoritasy ggemilihan. Dimana
putaran kedua ini dapat berupa pertarungan andt@@&alon terkuat, dan atau antara

lebih dari dua calon.

Sedangkan denga8yistem Preferential Vateadalah salah satu cara untuk

mengatasalfwo Round Systeadalah dengan menggabungkan putaran pertama dan

11\W.J.S Poerwadarmint§amus Besar Bahasa IndonesjaBalai Pustaka, Jakarta, 1986, HIm. 753



putaran kedua menjadi satu pemilihan satu. Dalatersiini pemilih diminta untuk
memberi tanda, bukan hanya pada pilihan utama maetetapi juga pilihan kedua
dan ketiga (jika diinginkan) dengan cara menempatkagka 1, 2, dan 3 di sebelah
kandidat. Apabila tidak ada seseorang kandidatp@emmperoleh hasil mayoritas
absolut, maka semua kandidat kecuali kandidatagrditiadakan, dan kemudian
pilihan kedua dan ketiga mereka akan diserahkaa paldh satu atau kedua kandidat
yang memimpin sesuai dengan urutan tanda pemilinkigadidat yang memperoleh

suara terbanyak dinyatakan terpilih pada saar aleni proses int?

Untuk menjamin seorang calon mendapatkan dukunggoritas mutlak, ada
beberapa cara pemilihan yang dapat ditempuh. Parfewo-round Syistergakni
apabila tidak ada seorang kandidat yang memenargikaa mayoritas absolut pada
pemilihan babak pertama, diadakan pemilihan kederegahn cara memilih diantara
dua kandidat ter-ata@najorty run-off) memilih lebih dari dua kandidgtajority

plurarity).™

Sementara konsep pemilihan langsung secara noyiattfasarkan Pasal 22E
ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-Unddamor 22 Tahun 2007 adalah
Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil KepBlaerah secara langsung

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdas&#acasila dan UUD 1945.

Sejumlah argumentasi dan alasan yang memperkudingeya pemilihan
Kepala Daerah secara langsung adalah: Perfaenailihan Kepala Daerah diperlukan
untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para pfititik lokal, termasuk Kepala

Daerah. Kedua, Pemilihan Kepala Daerah diperlukatnkumenciptakan stabilitas

12 ACE Project, Ibid, HIm 75

13 satya AriyantoPemilihan Presiden secara Langsung, Beberapa CatataAnalisa CSIS Tahun XXX,
2001, Him 74.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang PenygéeagPemilihan Umum (Pemilu), Citra Umbara,
Bandung, 2007, Him.4



politik dan efektifitas pemerintahan di tingkat édkKetiga,Pemilihan Kepala Daerah
akan memperkuat dan meningkatkankan kualitas selesemimpinan nasional
karena semakin terbuka peluang bagi munculnya ppmipemimpin nasional yang
berasal dari bawah dan atau daerah. Hal ini sejdimgan salah satu tujuan

desentralisasi dan otonomi daerah yaitu dalam mdgk kepemimpinan nasiorfal.

4. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung
Pemilihan Kepala Daerah tidak lansung merupakamhsaatu bentuk
perwujudan demokrasi perwakilan/parlementer. Dalemokrasi perwakilan, seluruh
rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umumtwk menyampaikan pendapat
dan mengambil keputusan bagi mereka. Adapun kopseplihan Kepala Daerah
tidak langsung adalah sebagai berikut:
a) Pemilihan Kepala Daerah oleh dewan umum saat ipakeDaerah dari
unit pemerintahan daerah dipilih oleh dan dari dewBetapi menurut
Norton kecenderungan baru di Amerika Serikat mauphbeberapa negara
lain adalah bahwa Dewan daerah menunjuk pejabatal{epaerah.
Biasanya dipilih dari anggota dewan yang telah memai pengalaman
dan latiahn dalam bidang administrasi pemerintahan.
b) Penempatan Kepala Daerah dengan cara penunjukan pelmerintah
pusat sepertinya mulai ditinggalkan. Ada kecendgauan dibeberapa
negara menggunakan penempatan Kepala Daerah meadatiiihan, baik

dilakukan olen Dewan maupun melalui pemilihan lamgsoleh rakyat

15 B. Smith, Decentralization The Territorial Deminsion of The Sate, London, 1985, Dikutip dari Tri
RatnawatiDesentralisasi dalam Konsep dan Implimentasinya dndonesia 2003, HIm 76.
16 sarundjajang, Op. Cit. HIm, 144



daripada penunjukan oleh Pemerintahan Pusat. Ré&aamKepala Daerah

oleh Pemerintah Pusat adalah merupakan Pegawarigiedari pusat.

B. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah terdiri dari kata “Kepala” dan “Dd&raMenurut Kamus
Bahasa Indonesia kata “Kepala” berarti memimpinnga@ggap sebagai kepala
(pemimpin), sedangkan kata “Daerah” bermakna, limgian pemerinthan, wilayah,
kebupaten dan propinsi.

Sementara itu, pengertian “Kepala Daerah” adalabag@mana yang
dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemefidator 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Norfiah@n 2005 tentang Pemilihan
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian KBpalah, yakni “Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur \Wakil Gubernur untuk
propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupateerta WaliKota dan Wakil
WaliKota untuk Kota”.

Sistem pemilihan Kepala Daerah disuatu negara aiagat ditentukan oleh
regulasi yang mengatur tentang pemilihan Kepalardbadtu sendiri. Menurut
Sarunjadjang, praktek penyelenggaraan pemerintalkahumumnya memilih 3 (tiga
) cara dalam pemilihan Kepala Daerah yaitu:

1) Dipilih secara langsung oleh rakyat;

2) Dipilih oleh dewan(council)ataupun;

3) Diangkat oleh pemerintah pusat.

1" Kamus besar bahasa indonesia volume 3658 dari&Bgs, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Indonesia Departemen Pendidikan dan KebadaBalai Pustaka PN, Balai Pustaka 1993.



Dibanyak negara terutama di negara-negara yandifretaaju seperti
Hongaria, Norwegia, atau Amerika tiga model mekaeistu tidak banyak menjadi
sorotan perdebatan, karena bagi mereka apapumgrsieg dianut, sepenjang fungsi-
fungsi pemerintahan di daerdprotective, public service, dan developmetpat
dilaksanakan secara optimal dan dirasakan hastigta masyarakat, maka sistem
apapun yang dipilih sama saja. Dengan singkat kagmgisian Kepala Daerah
hanyalah masalah “cara” bukan “subtansi”, prinsgpngkyat harus menjadi subyek

pemeratahan keadilan dalam berbagaihal.

Suatu negara yang ditata secara demokratis tidadt dikatakan demokratis
apabila Kepala Daerahnya tidak dipilih secara beldels rakyatnya sendiri. Dalam
pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, maka hakgyterpenting dalam
pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yangabetan adil. Yang dimaksud
bebas di sini adalah bebas untuk berbeda dalamlipeteiapi tidak melanggar
hukum, tanpa ada kekerasan dan kerusuhan dan mengidiment baik untuk
penyerahan kekuasaan dan legitimasi, karena pemiliang tidak adil dan tidak jujur
bisa menimbulkan keraguan pada kemenangan sese@maggnenduduki jabatan di

pemerintahan dan mengarungi kecakapan dalam pesaterin

8M. Thalhah, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, &ansi Moral dan Demokrasi, Jurnal Imu-
ilmu Sosial, UNISA, No. 51/XXVI1/2004, HIm 71.



C. Teori Kewenangan

Dalam perspektif hukum administrasi, mengenai sunkle@/enangan atau cara
memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus WNadjon dikemukakan
melalaui 2 (dua) cara utama yakni diperoleh seatithusi dan delegasi, sedangkan
mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuknpeeoleh wewenand.
Pendapat ini seirama dengan yang dikemukakan Hemt Maarseveen, bahwa
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam kgan tindakan nyata,
mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan kepikepatusan tata usaha
negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang deyertatribusi’, “delegasi”,

maupun “mandat®

Hamid S. Attamimi, dengan mengacu kepustakaan HBalamemberikan
pengertian Atribusi sebagai penciptaan kewenangaru) oleh konstitugigrondwet)
atau oleh pembentuk Undang-Undamgetgever)yang diberikan kepada suatu organ
negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk urduk itu. Hal ini sejalan
dengan Indroharto yang mengemukakan “Pada atrtbtjsidi pemberian wewenang
pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalaatysen perundang-undang@n.
Selanjutnya adapun perundang-undangan yang dapatben&an kewewangan
secara atributif menurut beliau adalah perundam@ngan yang dibuat oladriginal
legislator(MPR, DPR, bersama-sama Presiden, DPRD bersamai$apala Daerah)
dan yang bertindak sebagaielegated legislator (Presiden). Pengertian ini
menunjukan 3 (tiga) karakteristik dari atribusi. riBma, adanyan penciptaan

kewenangan (baru) untuk membuat peraturan perundgad@ngan. Kedua

19 Bagir MananBeberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah sebagai Sistn Penyelenggaraan Pemerintahan,
Majalah Padjajaran Jilid V , Bina Cipta Bandung, 1974, Him 34-37.

20 philipus M. HadjonTentang Wewenang, dalam Majalah Yuridika Fakultas Hikum UNAIR Nomor 5 &

6 Tahun XII, Surabaya, 1997, Him 2.

2! Indroharto, Ibid, HIm. 64-65



kewenangan tersebut dapat oleh konstitusi, Undardpblg atau Peraturan Daerah
kepada suatu organ. Ketiga, organ negara yang menekewenangan itu

bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangarbgasangkutan.

Pada pengertian delegasi, Henc Van Maarseveen mekg&an“Bijdelegatie
gaat dee delegataris dat wil zegeen aan wie de dggifteid werd gedelegeerd, de
competentie verder op eigen naam en met eigen esaiggijkheid onder eigen
verantwoorddelijkeheid witoefener?. Dalam hal ini, delegasi dipandang sebagai
pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan pesaiesim kepada Pejabat atau
Badan Pemerintahan yang lainya. Pendapat senada disgmpaikan Hamid S
Attamimi yang mengartikan delegasi sebagai penyeralkewenangan untuk
membentuk peraturan perundang-undangan delegans(pemegang kewenangan
asal yang memberi delegasi) kepadilegataris (yang menerima delegasi) atas
tanggungjawab sendfd.Indroharto mempertegas lagi, bahwa “pada deleggsidi
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Batian Pejabat Tata Usaha
Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenangepntahan secara atributif

kepada Badan atau Pejabat TUN laifi{/a.

Mengenai ciri-ciri dari delegasi menurut J.B.J.MiTRerge sebagaimana dikutip oleh

Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut:

1. Delegasi harugefinitif artinyadelegangidak dapat menggunakan sendiri wewenang

yang telah dilimpahkan itu;

22 pwcC.Akkermaans, dkkAlgemene Begrippen Van Staats Recht, deel | W.E.Jj@en Willink Zwolle,
1985, HIm. 55

2 A Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalanPenyelenggaraan
Pemerintahan Negara,Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, H880352

24 Indroharto, Loc.Cit



2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturannd®arg-undangan, artinya
delegasi hanya memungkinkan kalau ada ketentuaokumt dalam peraturan
perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubumgarki kepegawaian tidak
diperkenankan adanya delegasi;

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan),yartilelegansberwenang untuk
meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenaaipter

5. Peraturan kebijaka(beliedsrege)artinyadeleganamemberikan instruksi (petunjuk)
tentang penggunaan wewenang tersébut.

Dengan demikian terdapat 3 (tiga) ciri mendasaardatielegasi. Pertama,
adanya penyerahan kewenangan membuat peraturandpagiundangan, dimana
delegetaris (penerima) bertanggungjawab penuh atas kewenariganKedua,
penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegangusitridelegans) kepada
delegetaris Ketiga, hubungan antardelegansdengandelegaataristidak dalam
hubungan atasan dan bawahan. Oleh karena itu, peddelegasian wewenang
terlibat tiga pihak, yaitu:

a. Pemilik kewenanga(de eigenaar van bevoegdheid);

b. Pemberi kewenanggde attribueerde van bevoegdheid)

Hanya melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pemilik keamgan dan penerima
kewenangan. Dengan diberikanya kewenangan kepdaugelsthukum yang baru,
dapat dikatakan pula sebagai pembentuk kewenar@andelegasian wewenang
kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap sebage@menang(partiele delegatie)

ataupun terhadap keseluruhan wewenang. Kedua bemnth&rus dinyatakan dengan

% philipus M. Hadjon, Lihat dalam Abdul Lati¢fiukum Kebijaksanaan (Beleiidregel) pada Pemerintaha
Daerah, Ull Press, Yogyakarta, 2005, HIm 5



tegas dalam peraturaan perundang-undangan yangadnetgsar pendelegasian

wewenang bersangkutan.

Seseorang delegataris dapat mendelegasikan lagneeganya kepada pihak
ketiga dengan ketentuan yang berlaku sama sepamtetegasian dari pemegang
delegasi kepada penerima delegasi yang pertamaulBpanyerahan wewenang ini
disebut sebagai “subdelegatie” Delegetaris bertindak selaku‘delegans”
menyerahkan sebagian wewenang atau seluruh wewsreakgpada pihak ketiga.
Kemudian kemungkinan pula dapat terjddub-sub delegatie; dalam hal ini

“subdelegataris”melimpahkan kepada pihak lagi.

Kepada dengan kedua sumber kewenangan di atasatmmafak melahirkan
adanya penyerahan kewenangan penuh, kecuali selethebasan dalam
melaksanakan wewenang yang dimandatkan. Henc vamsklzeen dalam kaitanya

ini memberikan penjelasan tentang mandat sebagaiubé®

“Biji mandaat ligt dit anders. De mandataris degeelus aan wie de
bevoegdheid gemandatterd wer-oefent de bevoegdietidp eigen naam en
eigenverantwoordelijkheid uit, maar op naam vanndandaat, degeen die
mandateerde”

(Mandat merupakan bentuk pelimpahan kewenanganddarns atau siapa
yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidelndek atas namanya
sendiri melankan bertindak atas nama pemberi kimaaadat), oleh karena itu

Mandataris tidak memiliki tanggungjawab sendiri)

Batasan seperti ini juga dikemukaan Philipus M. jpladyang mengartikan
mandat sebagai suatu pelimpahan wewenang kepadahaaw Pelimpahan itu

beraksud memberi wewenang kepada bawahan untuk na¢rképutusan atas nama

26 pwcC. Akkermaans dkk, Ibidjim. 62



pejabat yang melimpahkan kewenangan atau membendahatersebut. Dalam
mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada ntamsladengan kata lain
tanggungjawab tetap berada ditangan pemberi mahi@dtini dapat disimak dari
pelaksanaan kewenangan dari penerima mandat atidéhbersifat mandiri akan
tetapi disertai kata “a/n” (atas nama) pemberi marfthandator). Konsekuensinya,
semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanyaitkesan yang dikeluarkan oleh
mandataris menjadi tanggungjawab si pemberi mardangan kata lain, dalam
mandat hanya merupakan perwakilan kewenangan tagsmya perpindahan
wewenang. Demikian pula pemberian mandat hanyadiedalam satu lingkungan

organisasi atau antara atasan dengan bawahanya.

Konsepsi sumber kewenangan badan atau pejabat hplibifik atas dasar
Atribusi, Delegasi, Mandat seperti diatas juga dapgemukan pada pendapat

J.G.Brouwer dan A.E Schilde sebagaiberfut:

1. With attribution, power is granted to an adminigive authority by an
independent legislatif body. The power is init@liginair), which is to say
that not is not derived form apriviously exiistipgwer. The legeslative
body creates independent and apriviously non exigiewer and assigns
them to an authority;

2. Delegations is the transfer of an acquired atribatiof power from one
administrative authoriry to another, so that thdedmte (the body that has

acqueired the power) can exercise power in its oeme;

27 3.G. Brouwer dan A.E Schilde, Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibri, Nijmegen, 1998,
Him. 16-18.



3. With mandate there is no transfer, but the mandgiteer (mandans)
assigns power to the other body (mandataris) to endécicions or take

action in its name.

Kutipan di atas menunjukan bahwa pddé&ibusi”, kewenangan diberikan
kepada suatu badan pemerintahan oleh suatu badgsiaté yang mandiri.
Kewenangan ini bersifat asli, yang tidak bersumbari kewenangan yang ada
sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenandgan bukan perluasan
kewewnangan sebelumnya dan memberikanya kepada gargpenten. Pada
“delegasi” terjadi peralihan kewenangan atribusi daatu badan pemerintahan yang
satu kepada yang lainya, sehingga delegator (badarg telah memberikan
kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebutnamasnya. Selanjutnya pada
“mandat” tidak terdapat suatu peralihan kewenanga&tapi pemberi mandat
(mandator)mengalihkan kewenangan kepada badan yang lairk unéinmbuat suatu
keputusan atau mengambil satu tindakan pemerintatas namanya (pemberi

mandat).

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan laabecara teori wewenang
pemerintahan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, ya&imibusi, delegasi dan mandat.
Masing-masing cara perolehan tersebut memiliki gagalan tentang prosedur atau
cara perolehan, kekuatan mengikatnya tanggungjaaakanggung gugat, hubungan
wewenang antara pemberi wewenang dan penerima \aexyyelVewenang tersebut
memiliki batasan sehingga batas-batas wewenangbigrsebagai tolak ukur untuk
menilai dan menentukan suatu organ pemerintahanvebang dan tidaknya untuk
melakukan tindak pemerintahan. Oleh karena itu atindbemerintahan yang
melampaui batas-batas kewenangan masuk dalam katéigak berwenang

(incompetence) Berkaitan dengan tidak berwenangnya suatu badam pejabat



pemerintahan tersebut menurut Philipus M. Hadjgmatdibedakan menjadi 3 (tiga)

yakni?®

1. Tidak berwenang dari segi matdratio materiae) artinya seorang pejabat yang
mengeluarkan keputusan tata usaha negara tentategi mizu masalah tertentu itu
menjadi wewenang dari badan atau pejabat lain;

2. Tidak berwenang dari segi wilayah atau tem{patio locus) artinya keputusan tata
usaha negra yang dikeluarkan oleh Badan atau Réjakm Usaha Negara mengenai
sesuatu berada di luar wilayah jabatanya;

3. Tidak berwenang dari segi wak{uatio temporis) artinya keputusan didasarkan
karena melampaui tenggang waktu yang dikeluarkan.

Untuk mengetahui tidak berwenangnya badan atalbgefata usaha negera
melakukan tindak pemerintahan, melalui langkahrpmegasi sistematis terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkdkisusnya yang mengatur
tentang wewenang pemerintahan. Pangkal tolak pamilkewenangan tindak
pemerintahan ini kembali pada asas legal{tagalitiet beginselen)sebagai asas
utama dalam negar hukum.

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat dipeteledan 2 (dua) cara,
yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atriadalah wewenang yang melekat
pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 UU Nomor. 6ntdl®86, menyebutkan
wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata onsglara yang dilawankan
dengan wewenang yang dilimpahkan. Sedangkan deledaem hal ada
pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang adildiewenangan itu, kurang
sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdas&daenangan itu, tidak sah

menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian-pengestabusi dan delegasi adalah

28 phjlipus M.Hadjon, Ibid, HIm.279



alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatanb&®@rwenang atau tidak.
Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa apal@lzgupsa tidak ingin
meletakan kewajiban-kewajiban di atas para wargasyarakat), maka kewenangan

itu harus ditemukan dalam suatu Undang-Undang.

D. Komisi Pemilihan Umum
1. Komisi Pemilihan Umum
a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembsggara yang tidak
disebut namanya secara tegas dalam UUD 1945, adtapi tmempunyai
kewenangan yang ditentukan dalam UUD 1945 tersedeltiagai penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandemikhan umum dilaksanakan
secara langsung, umum , bebas, rahasia, jujurdibsediap lima tahun sekali.
Kemudian Pemilihan umum diselenggarakan untuk mienmdhggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presids Wakil Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daer&h.

Dari berbagai lembaga negara yang disebutkan dalad 1945 terdapat
beberapa lembaga negara yang disebut secara @gasye, bentuk dan susunan
organisasi, sekaligus kewenangannya dalam UUD 1d##alnya Presiden, DPR,
DPD MPR, MPR, MA, dan BPK. Namun ada pula lembaggana yang tidak
disebut namanya secara tegas tetapi kewenangaeydutan dalam UUD 1945,
meskipun tidak rinci, misalnya Komisi Pemilihan Umu(KPU). Untuk

mengetahui kedudukan dan fungsi masing-masing lganbagara tersebut Jimly

2 philipus M. Hadjon, Sri Soemantri Martosoewigrfjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J.B.J.M
ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.A.M. Stroifkengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia
(Introduction To The Indonesian Administrative Law), Gajda Mada University Press, Yogyakarta, 2008,
Him 130.

*® pasal 22E UUD 1945



Asshiddigie membedakan lembaga negara tersebut,mly JiAsshiddigie
membedakan lembaga negara berdasarkan dua kriyerta, kreteria hierarkis
bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangaday kriteria kualitas
fungsinya yang bersifat utama atau penunjang daigtem kekuasaan negara.
Hierarkis antara lembaga negara itu penting uniténtiikan, karena harus ada
pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap ryemg menduduki jabatan
dalam negara itu. Mana yang lebih tinggi dan maaagylebih rendah perlu
dipastikan untuk menentunkan tata tempat dudukndalpacara dan besarnya
tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. i lsierarkisnya lembaga
negara dapat dibagi menjadi tiga lapis. Lapis pestadapat disebut lembaga
tinggi negara, lapis kedua disebut lembaga nedara lapis ketiga lembaga
negara di daerah yang disebut lembaga negara daerah

Organ konstitusi pada lapis pertama sebagai lemliaggi negara adalah
Presiden dan Wakil Presiden, DPR DPD,MPR, MK, d&KBOrgan konstitusi
lapis kedua disebut lembbaga negara meliputi: Mehtegara, TNI, Kepolisian
Negara, Komisi Yudisial, Bank Sentral dan KPU. Qrgaganisasi lapis ketiga
disebut lembaga daerah, meliputi: Gubernur dan DPRIYinsi, Bupati/walikota
dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh sebab karena itu deiddin KPU sebagai
lembaga negara dapat dianggp sederajat dengan dadAdrabaga negara lain
yaitu Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara Kon¥sidisial dan Bank Sentral
dapat dilihat dari segi fungsinya dapat di katdgorisebagai organ utama atau
primer (primary constitusional organsjlan organ yang merupakan pendukung

atau penunjan(auxilary state organ)**

Edisi Cetakan 1, 2008, HIm 50

32 Jimly Asshidigie,Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Nedalbrahim Amirudin, Kedudukn KPU
Dalam Stuktruk Ketatanegaraan Republik Indonesia Paca Amandemen UUD 1949 aksbang Mediatama
ra, (Jakarta: KonPress, 2006, HIm 113



Secara kelembagaan, lembaga penyelenggara Peisghutkan secara tegas
dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan:

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, urhebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih argd@#wan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan \Wa&giden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota depemvakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah parliikpo

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DeRarwakilan Daerah
adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisiilten Umum yang
bersifat nasioanl, tetap dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan umum diaiengan Undang-

undang.

Komisi Pemilhan Umum adalah suatu lembaga yangiétdoe oleh konstitusi
sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diabaikdéam Pasal 22E ayat (5)
UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum sendiri nama peaggbara Pemilihan Umum
itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Um(@&PU), sebab itu dalam
rumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 perkataan Kdpesilihan Umum ditulis
dengan huruf kecil artinya komisi pemilihan umumatiutkan dalam Pasal 22E ayat
(5) UUD 1945 bukalah nama lembaga bersangkutanainkain perkataan umum

untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilihan Uiwih

33 Ibrahamsyah Amirudin, Op Cit, HIm 53



Bentuk-bentuk keputusan KPU bersifat administrasthagai produk hukum
“beschikking” yang tetap harus tunduk kepada peraturan yangkoedan mengikat
bagi para pejabat yang bersangkutan. Terhadap sgmigaproduk hukum tersebut,
baik berupa peraturgregels)maupun berupa keputusbaschikkingdapat dilakukan
perlawanan atau gugatan hukum apabila hal itualibgrtentangan dengan prinsip-
prinsip hukum dan keadilan. Yang pertama, dapawdih dengan gugatan atau
permohonarijudial review”, sedang yang kedua dapat dilawan dengan mengajuaka

guggatan melalui Pengadilan Tata Usaha Netfara.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemiilihan @mu
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nadenibalun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas wewedem kewajiban KPU
sebagai berikut:
a. Merencakanan program dan anggaran serta menetgukeal;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Prgviks?U
Kabupaten/Kota, PKK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiggpan pemilu
setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DRRPdanerintah;
d. Mengkoordinasikan, menyelenggraan, dan mengendatikaua tahapan
pemilu;

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

3 Lukman Hakim Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketataegaraan Republik Indonesia,
Disertasi, Program llmu Hukum Fakultas Hukum Unsi@is Brawijaya, Malang, 2009, Him 206.



Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kepeéunkbn yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemeritah dengan ewajkan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan ketdi terakhir dan

menetapkannyaa sebagai daftar pemilih;

. Menetapakan peserta Pemilu;

. Menetapakan dan mengumumkan hasil rekapitulasi hiemgan suara
tingkat nasioal berdasarkan hasil rekapitulasi pgaggan suara di KPU
Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rdkgan Hasil

rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU Pgsivimtuk Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuattabextara

perhitungan suara dan sertifat hasil penghitungares

Membuat berita acara peghitungan suara dan sattgnghitungan suara
dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menj@n kepada saksi
peserta Pemilu dan Bawaslu;

Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkkan haeihilu dan

mengumumkannya;

. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kaggaa Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerabviisi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota umstetiap partai

politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan y@aldan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan

perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita agara

. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dendystrian

perlengkapan;



n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawatsls ®muan dan
laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

0. Mengenakan sanksi administrasf dan atau menonaktifsementara
anggota KPU Provinsi, anggota PLLN, anggota KPPSSéktetaris
Jenderal KPU, dan Pegawai Sekretariat Jenderal KRolY terbuki
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggurtghapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung adagkan
rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturangemgan;

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilatdanyang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

g. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudtadeampanye dan
mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

r. Melakukan evalusai dan membuat laporan setiap gahppnyelenggaraan
Pemilu;

s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai katenperaturan

perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Tugas daren&eg KPU dalam

menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, ddiketa meliputi;

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk seédlappan pemilihan
setelah terlebih dahulu beronsultasi dengan DPRPeamerintah;

b. Mengordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemiliha

d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provisan KPU Kabupaten/Kota;

e. Mengenakan sanksi administratif.

E. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara



1. Unsur-unsur Peradilan Tata Usaha Negara

Setelah pecahnya revolusi Perancis tahun 1799tddgiue mempopulerkan
sebuah teori yang dikenal yaituias Politicaatau pemisahan kekuasaan. Teori ini
memberikan suatu batasan kepada parlemen yangtisdarlalu mencampuri
urusan badan eksekutifrias Politica dari Montesgiue memperkuat kedudukan
badan eksekutif dan menghilangkan pengaruh-penggpanemen yang
memberikan keputusan-keputusan yang bersifat pemadidministrasi yaitu
peradilan terhadap badan-badan atau pejabat-pegMsakutif. Sejak saat itu
Nopolen mengadakan badan penampung pengaduan ra&ggenai organ-organ
eksekutif yang disebu@onseil d’Etatyang mulanya sebagai badan pengawas saja
namun kemudian berubah menjadi badan pengadilanggrmengenai peradilan
administratif yang kemudain hingga kini dijumpairlgai negara termasuk
Indonesia yang dikenal dengan Pengadilan Tata Usaebara®®

Menurut Sjachran Basah, Peradilan menunjukan paxtep untuk memberika
keadilan dalam rangka menegakan hukum serta ssgalzatu yang berkaitan
dengan tugas memutus perkara dengan penerapan hukenemukan hukum
dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukuateriil denagn
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleimiéormal®®

Menurut Rahmat Soemitro bahwa peradilan adalah eprgsenyelesaian
sengketa hukum dihadapan pengadilan menurut huRamdangan tentang unsur
dari peradilan sebagai berikit:
a) Adanya suatu aturan hukum yang dapat diterapkaa paatu persoalan;
b) Adanya suatu sengketa yang konkret;

c) Adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak;

£ Djoko PrakosoPeradilan Tata Usaha Negaraliberty, Jogyakarta, 1988, Him 42
36 Sjachran Basafi,olak Ukur Badan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989, Him. 154
%’Racmat Soemitrd?eradilan Administrasi, BPHN, Bandung, 1997



d) Adanya badan peradilan yang berwenang memutus sengk

Peradilan Tata Usaha Negara adalah tetap suatdilperaartinya Peradilan
Tata Usaha Negara harus memuat kelima unsur ydal tBkemukakan oleh
Sjachran Basah dan Rahmat Soemitro. Namun Rahneati®o menambahkan 2
(dua) unsur untuk Peradilan Tata Usaha Negara déah satu pihak harus
administrasi yang menjadi terikat, karena perbuatlah seorang pejabat dalam

batas wewenangnya.

Sjachran Basah mengemukakan pendapat yang seeliki#da dengan Racmat
Soemitro, ia berpendapat bahwa Peradilan Tata USalgara mempunyai unsur

yaitu®

a) Adanya hukum terutama dilingkungan Hukum Administrdlegara yang
dapat diterapkan pada suatu persoalan;

b) Adanya sengketa hukum yang konkret, yang pada nigsatisebabkan oleh
ketetapan tertulis administrasi negera,

c) Minimal 2 (dua) pihak dan sekurang-kurangnya sagaltu pihak harus
administrasi negara;

d) Adanya badan peradilan yang berwenang memnutug&etang

e) Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukam mienemukan

hukum dalam rangka ditaatinya hukum.

2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara
Istlah kompetensi berasal dari bahasa latin di dabmenengah

“competentina” yang berarti apa yang menjadi wewenang seseof@a;m

38Sjacran Basallolok Ukur Bdan Administrasi di Indonesia, Ibid, Him 214



bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan “leavgam” atau “kekuasaan”

atau “hak™®

Dalam bahasa Belanda diselReéchmacidan beberapa kamus lain
disebutkan bahwédefinition of competence: 1. Seffiency of means tfee
necessites and coneniencesof life (provide his Ifanwith a comfortable
competence-Rex Ingalimells); 2. The qualty or sthteeing competence: as a:the
properties of an embrynic field that enable it #spond in a characteriestic
manner to an organizer, b:readness of bacteria tomdargo genetic
transformation: 3. The knowladge that enable a pertd speak and understand

0,

launguage’®’kompetensi memiliki arti lain yaituauthority yang bisa berarti

pendapat keputusan atau kekuasaanadgtior.

F. SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Pengertian Sengketa

Kata sengketa berasal dari bahasa Indonesia ydmysaisesuatu yang dapat
menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran at®anmhafi’ sedangkan
dalam Bahasa Inggris kata sengketa dapat diartdemgan lawsuit atau legal
action*? Pertentangan atau konflik yang terjadi adalahraritedividu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau ritepmgan sama atas suatu

objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukumaemsatu dengan yang 4.

*R. SubektiKamus Hukum, Pradanya Paramitha, Jakarta, 1971, Him 26

0 SudarsonoSekilas Tentang Wewenang dan Penyalagunaan Wewenarfdalam prespektif Hukum
Administrasi Negara), Unidha Press, Malang, 2012, Him 1

“1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengentbBabasa, HIm 816

42 M. John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Inden€samedia, Jakarta, 2003, HIm 350

“3 Fika Amalia,Pengertian SengketaYuarta.blogspot.com Edisi tanggal 12 April 20i4kdes pada tanggal 8
Juli 2014.



Menurut pendapat lain yang mengartikan sengketlagertentangan antara dua
pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yangdaa tentang suatu kepentingan
atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukemgi keduanya. Dari kedua
pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa senglatah masalah antara dua
orang atau lebih dimana keduanya saling memperatasah suatu objek tertentu, hal
ini terjadi dkarenakan kesalapahaman atau perbegeadapat atau persepsi antara

keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukur kesityiany*
2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Pengertian sengketa Tata Usaha Negara dijelaslda kgientuan Pasal 1 angka
10 UU No. 51 tentang Perubahan Kedua atas UU Nahbin 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yaitu memberikan definisi sedagyékut Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidargusdéha negara (TUN) antara
orang atau badan hukum perdata dengan Badan/PdjatzatJsaha Negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluask&eputusan Tata Usaha Negara
termasuk sengeketa kepegawaian berdasarkan pergierandang-undangan yang

berlaku.

Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan m2njadiu sengketa internal dan
sengketa eksternal. Sengketa internal atau sengk&tea administrasi negara dengan
terjadi dalam lingkungan administrasi negara (TUMN) sendiri, baik yang terjadi
dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa tgjadi antar departemen
(instansi). Yang kedua yakni sengketa eksternal atngketa administrasi negara
(Pejabat/Badan TUN) dengan rakyat adalah, perkdwargstrasi yang menimbulkan

sengketa antara administrasi negara dengan rakpapai subyek yang berperkara

4 M. John dan Hassan Shadily, Ibid



ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi muyaing mensyaratkan adanya
minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah g#tak harus administrasi
negara, yang mencakup administrasi negara di ting&karah maupun administrasi

negara pusat yang ada di daetah.

Meninjau dari hal tersebut diatas, dengan demiki@mgketa Internal berkaitan
dengan persoalan kewenangan Pejabat atau Badan Usstha Negara yang
disengketakan dalam satu departemen (instansiadaph departemen lainya yang
disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehinggaimbalkan kekaburan
kewenangan, sengketa ini juga dapat disebut sebsgagketa hukum antar
wewenand® Namun jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 10 WUS Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 198&i@ Peradilan Tata Usaha
Negara, yang menyebutkan bahwa sengketa tata nsgja@a adalah sengketa yang
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN) antaeng atau badan hukum
perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negaralibpiusat maupun di daerah,

sebagai akibat dikeluarkanya KTUN.

G. Putusan Tata Usaha Negara
1. Pengertian Putusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetsganis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaharblggag berisi tindakan hukum

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan peginddangan yang berlaku,

* Irwan, Sengketa Tata Usaha Negaradrwan214.blogspot.com, Edisi tanggal 25 JanuBfi92 diakses pada
tanggal 10 Juli 2014.
“¢ Jrwan, Sengketa Tata Usaha Negara, Ibid,



yang bersifat konkrit, individual, dan final yangemmbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perffata.

Keputusan dalam bahasa Belanda diseliigschikking” sedangkan di
Perancis disebuacte administratif’ dan di Jerman dinamakéaverwaltungsakt”. Di
Belanda istilah“Beschikking” pertama kali digunakan oleh Van der Pot dan Van
Vollenhoven, kemudian masuk di Indonesia melalui MF Prins. Di Indonesia oleh
sebagian sarjana seperti Mrs. Drs E. Ultrech dafi Boedisoesetya diterjemahkan
sebagai “Ketetapan” dan sebagian sarjana ini menyga sebagai keputus&h.

Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, ketetapammerupakan
keputusan penetapan pemerintahan untuk hal yargifdiekonkret dan individual
(tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telghdikan instrument pemerintahan
yang utamé&’

Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang lelsifakret, individual,
keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yhdasarkan pada kewenangan
hukum publik, dibuat untuk salah satu atau lebdividu atau berkenaan dengan satu
atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu mekaln suatu kewajiban pada
seseorang atau organisasi, memberikan kewenangarhak pada mereR&Jnsur-
unsur Keputusan/ Ketetapan Tata Usaha Negara yakni:

a) Unsur Pertanyaan kehendak sepiteiizdige schriftelijke wilsverklaring);
b) Dikeluarkan oleh organ pemerintah@estuursorgaan);
c) Didasarkan pada  kewenangan hukum  yang bersifat ikpubl

(publiekbevoegdheid);

" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perub&leaua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8 Marbun SA, Moh Mahfud MDPokok-pokok Hukum Administrasi Negara Cetakan Kelima, Liberty,
Yogyakarta, HIm 74.

4 Ridwan HRHukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Him 146.

*%Ibid, him 176



d) Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkiet ehdiidual;

e) Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum daligiang administrasi.

2. Macam-macam Keputusan/Ketetapan Tata Usaha Negara
Dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal ada beghenmacam dan sifat
ketetapan, yaitu sebegai beriRit:
a) KetetapanDeklaratoirdan KetetapaKonstitutif

Ketetapan Deklaratoir adalah ketetapan yang tidekgubah hak dan
kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyataktndan kewajibanya
tersebut.

Ketetapan Konstitutif adalah ketetapan yang mefahir atau
menghapuskan suatu hubungan hukum atau ketetapareitimbulkan suatu
hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh sepyamg namanya belum
tercantum dalam ketetapan itu. Ketetapan yang faerkonstitutif dapat
berupa ha-hal yang diantaranya:

1. Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untudakukan
sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memperkemaekaatu;

2. Ketetapan-ketetapan yang memberikan status padsraeg, lembaga
atau perusahaan, dan oleh kerena itu seseorangeriagahaan itu dapat
menerapkan aturan hukum tertentu;

3. Ketetapan-ketetapan yang meletakan prestasi atapdrapada perbuatan
pemerintahan/subsidi bantuan;

4. Ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelutidafadiizinkan;

1 Op.cit, Ridwan HR, HIm 163-167



5. Ketetapan-ketetapan yang menyetujui atau membatalk@rlakunya
ketetapan organ yang lebih rendah/pengesahan aetalogpalan.
b) Ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban
Ketetapan yang bersifat menguntugkan artinya itunbegikan hak-
hak atau memberikan kemungkinan untuk memperolshase yang tanpa
adanya ketetapan itu tidak akan ada atau munglan ad
Ketetapan yang memberi beban adalah ketetapan gagigtakan
kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetgygsolakan terhadap
permohonan untuk memperoleh keringanan.
c) Ketetapareenmaligdan ketetapan permanen
Ketetapaneenmaligadalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau
ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah |asellit ketetapan yang bersifat
kilat seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atazini untuk mengadakan
rapat umum.W.F Prins menyebutkan beberapa ketetepan yang dianggap
sebagai ketetapan sepintas lalu, yaitu:

1. Keputusan yang bermaksudkan mengubah teks kepugasgrterdahulu;

2. Keputusan negatif sebab keputusan semacam ini mhakswntuk tidak
melaksanakan sesuatu hal dan tidak merupakan laaanguk bertindak,
bila terjadi perubahan dalam anggapan atau keadaan;

3. Penarikan kembali atau pembatalan, karena tidakmbaea hasil yang
positif dan tidak menjadi halangan untuk mengankiejputusan yang
identik dengan dibatalkan itu;

4. Pernyataan dapat dilaksanakan.

d) Ketetapan yang bebas dan yang terikat



Ketetapan yang bersifat bebas adalah ketetapandidagarkan pada
kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yankkidoteh pejabat Tata
Usaha Negara baik dalam bentuk kebijaksanaan maugelrebasan
interpretasi. Ketetapan yang terikat adalah kegetapang didasarkan pada
kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat,ribek@tetapan itu hanya
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah aqm tadanya ruang

kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.

e) Ketetapan Perorangan dan Kebendaan
Ketetapan perorangan adalah ketetapan yang dikanbherdasarkan
kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yeraitan dengan orang,
seperti ketetapan tentang pengangkatan atau pejegata.
f) Ketetapan Positif dan Negatif
Ketetapan positif adalah suatu ketetapan yang asimengandung
anugerah bagi yang menerimanya, ketetapan negiiéla suatu ketetapan
yang isinya memberi yang menerimanya atau oramg’daKeputusan atau

Penetapan Positif dapat digolongkan menjadi daldlim&) golongan, yaitu:

1. Keputusan atau Penetapan yang pada umumnya melammnimbulkan
keadaan hukum baru. Misalnya pemberian izin padsus®.T dan
pemberian ijasah pada sarjana Perguruan Tinggi iNgB@N) atau
Swasta (PTS) yang disamakan;

2. Keputusan atau penetapan yang dilahirkan/menimbutie@daan hukum

baru bagi obyek tertentu;

52 Lutfie Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Banyumedia Publishing, Malang, HIm 55.



3. Keputusan atau penetapan yang mendirikan dan sgmbuobarkan badan
hukum;

4. Keputusan atau penetapan yang menimbukan hak-hak kepada
seseorang atau beberapa orang;

5. Keputusan atau penetapan yang membebankan kewdjdrankepada

seseorang atau lebih.

Sedangkan tujuan keputusan negatif atau penetapgatiinadalah memenuhi
permintaan seseorang warga negara kepada adnsnistigara agar tidak melakukan
suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum kadatakterhak atau karena tidak
berdasarkan hukum atau melakukan penolakan selyaulitau tiap-tiap penolakan
atas sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatakemokum tertentu yang telah
ada. Bentuk keputusan atau penetapan negatif aaiaraSesuatu pernyataan tidak
berwenandonbevoegheid)Pernyataan tidak diterim@aiet ontvangkelijk verklaring);

dan Suatu penolakan.

3. Isi Putusan Tata Usaha Neg4ra

Mengenai isi dari suatu putusan, oleh Pasal 109 @yaditentukan harus

memuat:

a. Kepala keputusan harus berbunyi: “Demi KeadilandBsarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”;

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediamaa pérak yang
bersengketa;

c. Ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas;

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang dejuétan hal yang terjadi

dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

SR, Wiyono,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraSinar Grafika, Jakarta, 2009, Him 193.



e. Alasan hakim yang menjadi dasar putusan;
f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
g. Hari, tanggal, putusan, nama hakim yang memutusjanganitera serta

keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.

Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) menentukan: “Titakenuhinya salah satu
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayaaiBt menyebabkan batalnya
putusan pengadilan”. Dengan dipergunakannya katpdl dalam perumusan Pasal
109 ayat (2) tersebut, dapat diketahui bahwa t@lpknuhinya salah satu ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengadirsg/a dapat menjadi alasan

batalnya putusan.

Agar suatu putusan menjadi batal, harus ada pemaohalari pihak yang
berkepentingan, misalnya jika Penggugat mempurgta¢kdak agar putusan menjadi
batal, maka dalam memori banding atau memori kadsasis dimuat dengan tegas
agar putusan dibatalkan, karena tidak dipenuhiaj@hssatu ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

4. Pelaksanaan Putusin

Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang dilaksanadalah putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaidusputusan yang tidak dapat
diubah lagi melalui suatu upaya hukum (pasal 118ddg-Undang Nomor 51 Tahun
1987 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Tidak@®rang yang dikenai putusan
pengadilan mau melaksanakannya dengan sukarelanggeh kadang-kadang
diperlukan upaya paksa, dalam hal ini akan dilakudeh aparat keamanan. Dalam

pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negaak dithungkinkan adannya

54 H. Rozali AbdullahHukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraPT RajaGrafindo , Jakarta, 1992, Him
98-102.



upaya paksa dengan mengguunakan aparat keamangerti sealnya dengan
pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Perde@edata. Tetapi istimewanya
dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata UsaharaNelygaungkinkan adanya

campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Campur tangan Presiden dalam pelaksanaan putusadil®e Tata Usaha
Negara memang diperlukan mengingat pelaksanaatigilah semudah pelaksanaan
putusan Peradilan Pidana ataupun Peradilan Pekdaltani disebabkan karena yang
menjadi terguggat dalam sengketa Tata Usaha Negéak Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara Dalam putusan Peradilan Tata Usahaardegang bersifat
Comdemnatoirberisi penghukuman kepada tergugat dalam haldaiah Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakanlsasjiban yang berupa :

. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang beusamgatau

. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bkusamgdan menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau;

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam patajudidasarkan pada Pasal 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

. Membayar ganti rugi;

. Memberikan rehabilitasi.

Langkah pertama yang ditempuh dalam pelaksanaasgutPengadilan Tata
Usaha Negara, yaitu penyampaian salinan putusagaBigsn Tata Usaha, yaitu
penyampaian salinan putusan pengadilan yang tekmpunyai kekuatan hukum
tetap oleh panitera atas perintah ketua pengagiéagy mengadilinya pada tingkat
pertama kepada para pihak dengan surat tercasaisal-lambatnya dalam waktu 14

hari.



Setelah 4 bulan sejak salinan putusan pengaditaeitet dikirimkan kepada
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanaksud dalam Pasal 97
ayat (9) huruf a yaitu mencabut Keputusan Tata dldédgara yang disengketakan,
maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketikadinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal putusanggeilan tersebut mewajibkan

kepada tergugat untuk melaksanakan:

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang blkusamg dan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang atawi;
b. Penerbitaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam ugatayn didasarkan

kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Sesudah 3 bulan sejak putusan pengadilan terseébetitahukan kepada
tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak dilakkan oleh tergugat, maka
penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pkmggdng bersangkutan
agar ketua pengadilan memerintahkan tergugat umhefaksanakan putusan
pengadilan tersebut. Sesudah tergugat diperintabledmketua pengadilan tersebut,
ternyata tidak mau melaksanakan, maka ketua pdagadiengajukan hal ini
kepada instansi atasan tergugat menurut jenjaggabDua bulan sesudah instansi
atasan yang bersangkutan menerima pemberitahuanpelagadilan harus telah
memerintahkan kepada pejabat bawahannya (Tergug@tly melaksanakan putusan
pengadilan tersebut (Pasal 116 Undang-Undang Ndsndrahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara).

Sesudah melibatkan instansi atasan dari tergugamydta putusan
pengadilan tersebut belum bisa melaksanakan, makamdhal ini terpaksaan

adanya campur tangan dari Presiden sebagai ke@eaferintahan. Seandainya



kegalan pelaksanaan putusan pengadilan terselalgathikan karena instansi atasan
tergugat setelah lewat waktu 2 bulan tetap tidamkeretahkan pejabat bawahannya
(Tergugat) untuk melaksanakan putusan pengaditaeliat maka ketua pengadilan

yang bersangkutan mengajukan hal ini kepada pmeside



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Implikasi Hukum Surat Keputusan NomoR9/Kpts/kpu Kota
014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasandam legpala daerah dan wakil
kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjtbseasebagai pasangan calon
yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kdpalah dan wakil kepala daerah
Kota Batu tahun 2012 dalam pemilihan kepala dako#dé batu merupakan penelitian
yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mgeingkap kenyataan sampai sejauh
mana norma baru yang dihasilkan dalam Surat Kepottemor: 29/Kpts/Kpu Kota
014.329951/2012 selaras dengan ketentuan PasalUhiiang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undadgrld Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehdayuat diketahui apakah terdapat
kendala dalam mencapai tujuanya ataukah tidak.liang/ang demikian merupakan
cakupan dari penelitian hukum normatif, disampirenglitian terhadap asas-asas
hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dgvade hukunt. Dalam hal ini
penulis meneliti terhadap asas-asas hukum dalaniipamKepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

B. Pendekatan Penelitian
Dalam upaya memecahkan permasalahan dalam pemeliia maka penulis

menggunakan beberapa pendekataan, antara lain :

! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudpenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, HIm 14.



1. Pendekatan Perundang-Undan@@tatute Approach)

Pendekatan perundang-undangan sangat multak diparldalam penelitian
hukum, mengingat yang menjadi fokus sekaligus tesmatral adalah aturan
hukum. Salah satu sifat dari hukum adalamprehensiveartinya norma-norma
hukum yang didalamnya terkait antara satu dengag Jain secara logisHal
itulah yang menjadi dasar kemungkinan adanya katerk antara Surat
Keputusan KPU Nomor: 29/Kpts/KPU Kota 014.329951//2012 dengan Pasal
115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pemnatiata Usaha Negara
dan berimplikasi pada pelaksanaan putusan tersglmyg lebih lanjut akan
dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Kasu€ése Approach

Pendekatan kasus merupakan beberapa kasus yantpalditeuntuk
dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hdk&endekatan kasus ini
mengkaji pertimbanganrdtio decindendi atau reasoning dari hakim yang
memutus suatu perkafaalam hal ini peneliti menggunakan putusan pergadi
Tata Usaha Negara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY yarghteliputus pada
tanggal 20 September 2012 sehingga Komisi Pemiliraom (KPU) Kota Batu
menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/KPUak@1t4.329951/V111/2012
tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala lDaam Wakil Kepala
Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santobadgaé Pasangan Calon
Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peerta Pemilu Kepatadb dan Wakil Kepala

Daerah Kota Batu Tahun 2012 pada tanggal 21 Septe?iii2.

2 Johnny IbrahimTeori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2007, Him 302.
£ Fajar, Mukti ND, Yulianto Achmad)ualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Pustika Pelajar,,
Yogyakarta 2010, Him 190.

4 Fajar Mukti ND, Yulianto Achmad, Ibid Him 191.



C. Jenis dan Bahan Hukum
1. Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa jenisnbab&um yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukumegy dan sekunder dengan

uraian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersitaoritatif artinya
memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dgerundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembpatamdang-undangan dan
putusan-putusan hakifrDalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer
yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBRdb;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahurd36Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 19&®itang
Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun92@éntang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tah@&é i®ntang
Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/KPU Kota 014.3292812 tentang
penetapan bakal pasangan calon kepala daerah dainkepala daerah
atas nama Eddy rumpoko dan Punjul Santoso sebagangan calon yang
memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepalafiaan wakil kepala

daerah Kota Batu tahun 2012;

5 Peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, Him 141



6. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 11/&RTUN.SBY;
dan
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang besgmua
publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-aekuresmi. Publikasi
tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukumal-jurnal hukum
dan komentar-komentar atas putusan pengatiilan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk@njelasan
yang penting dan terkait dengan bahan hukum primearpun bahan hukum
sekunder yang mencakup Kamus Umum Bahasa IndomsiaKamus

Hukum.

2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasalR#argadilan Tata Usaha
Negara Surabaya berupa Putusan Nomor 112/G/201AFSBY dan Surat
Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu berupa SSKeputusan Nomor :
29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, Perpustakaan KHé&dang, Perpustakaan
Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokunsntenu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ddasssitus internet.
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangdangan (state
approach)maka bahan hukum yang perlu dihimpun peraturanng@ng-undangan

yang terkait. Selain itu penelitian ini juga mengagkan pendekatan Kasiisase

6 Johny Ibrahim, Ibid, HIm, 70



approach) sehingga membutuhkan para ahli doktrin-doktrin umk dan lain
sebagainya untuk mengetalokracht suatu putusan. Semua bahan hukum tersebut
dihimpun dengan menggunakan metode studi penelikapustakaan(library
research)yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sejurit@fatur, dokumen,
jurnal, dan lain sebagainya.
E. Tehnik Analisa Bahan Hukum
Penelitan mengenai implikasi hukum Keputusan 28KpKota
014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasand@am kepala daerah dan wakil
kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjtbstasebagai pasangan calon
yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kdpalah dan wakil kepala daerah
kota batu tahun 2012 merupakan telaah yang berdegakriptif analitiis. Sifat
deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkarampu memberikan gambaran
berupa data yang jelas, sistematis, dan menyeligiait Inkracht suatu putusan
sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5InTi88Y, untuk itu digunakan
tehnik analisa deskriptif artinya menguraikan babhahan hukum secara bermutu
dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, lodem efektif. Sifat analitis karena
data tersebut diolah dengan menggunakan tehnikrpmetasi sehingga dapat
memunculkan permasalahan yang berkenaan dengdrpgrklitian ini.
F. Definisi Konseptual
1. Implikasi Hukum
Implikasi Hukum yakni akibat hukum yang akan terja@drdasarkan suatu
peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini yangnaksud Implikasi hukum
yakni putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilifamum (KPU) Kota Batu

Nomor 29/Kpts/KPU.014.239951/2012 Tentang Penet8adal Pasangan Calon

7 Jony Ibrahim, Op.Cit, HIm 78



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Namg Rdanpoko dan Punjul
Santoso Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Sgdagai Peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota BatuumaR012 terhadap
Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 201217, berdasarkan Pasal
115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Haradiata Usaha Negara
yang berbunyi “Hanya putusan Pengadilan yang tetedmperoleh kekuatan
hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.
. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerakni pemilu
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daesabara langsung dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pendudwratasetempat yang
memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD P&fbilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini meliputi; 1. RenGubernur dan Wakil
Gubernur, 2. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, se3taPemilu Walikota dan
Wakil Walikota.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dagm@ng dimaksud
penulis yakni Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Wadta di Kota Batu pada
tahun 2012 yang dimenangkan oleh pasangan calommorat 4 (empat) atas

nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Keputusan Kpu Nomor : 29/Kpts/Kpuoti-014.329951/2012
Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon KepalalDBaraWakil Kepala Daerah
Atas Nama Edy Rumpoko Dan Punjul Santoso Sebagsanigan Calon Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepalsabd@an Wakil Kepala Daerah

Kota Batu Tahun 2012 Terhadap Pemilihan Walikotufia2012-2017

Implikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia khartisebagai keterlibatan atau
keadaan terlibdtsedangkan dalaiwack laws dictionarydisebutkan bahwianplication is the
act showing involvement in somethingém:eterlibatan dalam hal ini dapat juga dipadankan
dengan kata pengaruh yang kemudian dipandangidahiukum. Telaah mengenai implikasi
suatu kaedah hukum tentunya juga memerlukan saatbaran tentang sasaran yang hendak
dicapai oleh kaidah hukum tersebut, oleh karenapétu pula dibahas tentang Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara No. 112/G/2012/PTUX.Sehingga KPU Kota Batu
mengeluarkan keputusan kpu nomor : 29/kpts/kpu-@tta329951/2012 tentang penetapan
bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kdgeiah atas nama edy rumpoko dan
punjul santoso sebagai pasangan calon yang memsyaiiait sebagai peserta pemilu kepala
daerah dan wakil kepala daerah kota batu tahun 2&hadap pemilihan walikota tahun

2012-2017.

A. Gambaran Kasus

! pusat Bahasd@&amus Besar Bahasa IndonesjaEdisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jgkabtl2
hal 380.

2 Byran A.Garner (edBlack’s Law Dictionary, Edisi Ketujuh, West Group, ST.Paul, Minn, 1998 A57.

% Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan No. 1120G22PTUN.SBY & Putusan No.116/G/2012.



Pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober tahun 2012 Rattu melakukan
pemilihan Walikota dan Walikota Kota Batu periodéun 2012-2017 dimenangkan
oleh Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang teladsaeldilantik oleh Gubernur

Jawa Timur yakni Soekarwo pada tanggal 26 Dese@QiEe.

Dalam proses pemenangan tersebut Eddy Rumpoko dajul PSantoso
pernah meninggalkan permasalahan. Pasalnya awalalpean Eddy Rumpoko
sempat tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Um@KPU) Kota Batu dengan
adanya Surat Putusan Nomor : 270/188/KPU Kota @P931/VIII/2012 tentang
Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan dan Suratusan Nomor
270/75/BA/VIN2012 tentang Penetapan Pasangan rCagng Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wekidld Daerah Kota Batu Tahun

2012.

Dengan adanya Surat Putusan Nomor : 270/188/KPd Rib#.329951/VIIl/
2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu digugdéh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuari{@ta Batu dalam hal ini
diwakili oleh Cahyo Edi Purnomo, SH. MH. Selaku @tDewan Pimpinan Cabang
(DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan\Di® Argo selaku Sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Inslan€erjuangan Kota Batu
dalam hal ini sebagai Penggugat, dan Komisi Peamlibmum (KPU) Kota Batu
sebagai Tergugat. Duduk sengketa dan obyek gugkdten Usaha Negara yakni
Keputusan Tergugat Nomor: 270/188/KPU Kota 041.5299111/2012 tentang Hasil
Penelitian Ulang Surat Pencalonan dan Keputusagu@at berupa berita acara
Nomor : 270/75/BA/NVINI/2012 tentang Penetapan PgaanCalon yang memenuhi

syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah



Alasan dan dasar gugatan, bahwa dalam pelaksaeaafifan Umum Kepala
Daerah Kota Batu Tahun 2012 menggunakan dasar hidenamuran KPU No. 06
Tahun 2011 tentang tata cara pencalonan pemilul&dpaerah dan Wakil Kepala
Daerah, bahwa Tergugat telah menetapkan tahapaograps, dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dakil Wapala Daerah Kota
Batu Tahun 2012, bahwa Penggugat adalah partaikpghng mengusung Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai Bakal Pasangbom &epala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu dalam pemilihan Kapaberah Kota Batu Tahun
2012, yang pada tanggal 19 Juni 2012 Penggugayeredtkan kepada Tergugat
berkas syarat pemilihan Umum Kepala Daerah dan Mapala Daerah Kota Batu
Tahun 2012 atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Sanwslaku calon Kepala

Daerah dan Punjul Santoso selaku calon Wakil Kepakrah.

Bahwa oleh karena penyerahan dokumen tanggal 19 20d? belum
sepenuhnya lengkap, maka pada tanggal 5 Juli 2@®yglgat menyerahkan
dokumen kelengkapan bakal calon sebagaimana térsgdlam tanda terima
perbaikan surat pencalonan beserta lampirannyalipamumum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Bahwaagailmana yang tersebut
dalam tanda terima perbaikan surat pencalonanthdsenpiranya Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2@ttnggal 5 Juli 2012
halaman 4 pada bagian kelengkapan berkas angkeufLthkolom keterangan secara
nyata disebutkan: Dokumen terdiri dari surat ketgea penganti ijasah, Surat
keterangan Diknas Surabaya, surat keterangan déar dalai, bahwa dengan
demikian bakal pasangan calon yang diusung olegdgyat berdasarkan bukti pada
angka 5 telah memenuhi syarat Pasal 9 ayat (5paepangganti persyaratan dalam

Pasal (9) ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomorabuh 2011.



Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2012 tettemma keputusan
Tergugat Nomor: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIIt20tanggal 7 Agustus 2012
tentang hasil ulang surat pencalonan beserta lampm pemilihan umum Kepala
Daerah Kota Batu tahun 2012, bahwa keputusan tergetla bagian kelengkapan
persyaratan syarat calon pada angka 1 (Fotocopghj8TTB SD atau sederajat
disebutkan dalam kolom penelitian ulang telah marmensyarat, Fotocopy
ijasah/STTB SLTP atau sederajat disebutkan dalafonkgenelitian ulang tidak
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal @2ayairuf d Peraturan KPU No.
6 Tahun 2011, Fotocopy ijasah/STTB SLTA atau sededisebutkan dalam kolom

penelitian ulang telah memenuhi syarat).

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KiBbhor. 6 Tahun 2011
disebutkan: Fotocopy ljasah/STTB SD, SLTP ataleisgdt yang telah dilegalisasi
oleh sekolah yang bersangkut&ahwa pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU No. 6 Tahun
2011 menyebutkan “dalam hal ijasah/STTB bakal céamena sesuatu dan lain hal
tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib neetakan surat keterangan

pengganti ijasah/STTB dari sekolah bersangkutan”.

Bahwa dengan demikian dasar hukum Tergugat mergmatittak memenuhi
syarat sebagaimana angka 8 huruf b diatas yangygnaakan pasal 9 ayat (5)
Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 untuk menilai kdtapgn syarat calon
sebagaimana angka 8 huruf b diatas. Bahwa dengaikida secara nyata Tergugat
telah melakukan kesalahan, tidak teliti dan tidaknmat (bertentangan dengan asas-
asas umum pemeritahan yang baik yaitu Asas Kecanmpafialam melakukan
penelitian ulang, sehingga membawa akibat hukumuisan Tergugat Nomor :
270/188/KPU Kota 014. 329951/VIII/2012 tanggal 7 uAtus 2012 tentang Hasil

Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lammraRgmilihanUmum Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2fHr? Keputusan Tergugat
berupa berita acara Nomor: 270/75/BA/VI11/2012 tgalg7 Agustus 2012 tentang
Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syaraasgeagrta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batuuma®012 harus dinyatakan

batal atau tidak sah.

Bahwa dengan demikian semua persyaratan bakal galog diusung oleh
Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPUG6N®ahun 2011 telah
terpenuhi. Bahwa selain itu dalam pasal 58 Undandadg nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 nTakd04 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 58 menyebutkan Kejmla Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indengang memenuhi syarat :
Huruf ¢ “Berpendidikan sekurang-kurangnya sekokafjutan tingkat atas dan atau
sederajat”. Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan ERidypoko sebagai bakal
calon Walikota Batu Periode 2012-2017 menggunalesah SMA Negeri V Kota
Madya Malang yang telah diperiksa kebenaranya idégtala SMA Negeri V Malang
tanggal 14 Juni 2012 Nomor Register 4621/TU/2012agaimana diwajibkan oleh
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bepiémijelasanya sehingga Eddy

Rumpoko selaku Walikota Batu yang diusung oleh Begat telah memenuhi syarat.

Dengan pertimbangan-petimbangan sesuai fakta Hakatam mengadili
Perkara ini telah memutuskan dalam Putusan Nomd2/G/2012/PTUN.SBY bahwa
Tergugat harus menetapkan Eddy Rumpoko dan PuapiioSo sebagai pasangan
calon yang memenuhi syarat peserta Pemilihan Um@pale Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan menyataks#a dan harus mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan TréiRl) (Komisi Pemilihan

Umum Kota Batu) Nomor: 270/188/KPU Kota-014.329981/2012 tanggal 7



Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang SueicBlonan beserta lampiranya
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 20dsehia Keputusan Tergugat
KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Batu berupa Berifscara Nomor
270/75/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan rCaiang memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dail Wepala Daerah Kota Batu
Tahun 2012. Dan memerintahkan kepada Tergugat Kéteisilihan Umum (KPU)
Kota Batu untuk menerbitkan surat Keputusan bakmiymenetapkan saudara Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calum tglah memenuhi syarat
peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil iepaerah Kota Batu Tahun
2012. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dsiiang terbuka untuk umum pada

hari Kamis, Tanggal 20 September 2012.

Dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha N&gaadaya Nomor :
112/G/2012/PTUN.SBY Terguggat yakni Komisi PenahhUmum (KPU) Kota
Batu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 29/Kfits/KKota-014.329951/2012
tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon KepalatDdamaWakil Kepala Daerah
Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, SebAgaangan Calon Yang
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala bakna Wakil Kepala Daerah
Kota Batu Tahun 2012. Surat Keputusan ini dikelaarloleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Batu pada tanggal 21 September 2012

A.1. Para Pihak

Para Pihak Dalam Putusan Nomor : 112/G/2012/PTBN.fakni:



1. Cahyo Edi Purnomo, SH. MH. Selaku ketua Dewan RiampiCabang (DPC)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Permangota Batu masa bhakii
2010-2015;

2. Drs. Wito Argo selaku Sekretaris Dewan Pimpinan &b (DPC) Paartai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangana Baitu masa bhakti 2010-
2015. Dalam hal ini sebagai Penggugat, melawan EioRgmilihan Umum Kota
Batu dalam hal ini sebagai Tergugat.

A.3. Objek Gugatan Tata Usaha Negara

- Dalam Putusan Nomor : 122/G/2012/PTUN.SBY yakni:
1. Keputusan Tergugat Nomor: 270/188/KPU Kota 029951/VIII/2012
tanggal 7 Agustus 2012 tentang hasil penelitiangikurat pencalonan beserta
lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
2. Keputusan Tergugat berupa Berita Acara NomorQ/75/BA/VI1I/2012
tanggal 7 Agustus 2012 tentang penetapan pasargian gang memenuhi
syarat sebagai peserta Pemilukada dan wakil Képatsah Kota Batu Tahun
2012.
A.4. Dalam Pokok Perkara
Adapun Dalam Pokok Perkara Putusan Nomor : 122/Z/FOCUN.SBY
yakni:
1) Mengabulkan gugatan Pengguggat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah keputusan terguagat
- Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota BatNomor:
270/188/KPU Kota-014.329951/VI11/2012 tanggal 7 uAtus 2012 tentang
Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Besertapimmnya Pemilukada

Kota Batu Tahun 2012;



- Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Baberupa Berita
Acara Nomor: 270/75/BA/VII1/2012 tanggal 7 Agusi2@12 tetang Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai PdR3em#lukada dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kepaotliergugat, yaitu:

- Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota BatdMomor:
270/188/KPU Kota-014.329951/VI11/2012 tanggal 7ustus 2012 tentang
Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beseta rammya Pemilukada
Kota Batu Tahun 2012;

- Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Bdberupa Berita
Acara Nomor: 270/75/BA/NIII/2012 tanggal 7 Agustud012 tentang
Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat gheliReserta
Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Ta(4?.

4) Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkanutkepn baru sebagai
berikut:

a. Menyatakan calon yang diajukan oleh Penggugat y&tr. Eddy
Rumpoko telah memenuhi syarat kelengkapan Angkaurlifhb pada
“Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beseta Lampyamemilukada Kota
Batu Tahun 2012";

b. Menetapkan Sdr. Eddy Rumpoko dan Sdr. H. PunjultdSansebagai
pasangan calon yang memenuhi syarat peserta P€splala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dalam thedcara
Penetapan Pasangan calon yang memenuhi Syarabs€esgrta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baturté1012;

5) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaykaper



Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untlikrsbnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugataan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara herupa

a. Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota BatNomor:
270/188/KPU Kota-014.329951/VI111/2012 tanggal 7 uAstus 2012 tentang
Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Besertapi@mnya Pemilukada
Kota Batu Tahun 2012;

b. Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Baberupa Berita
Acara Nomor: 270/75/BA/VINI/2012 tanggal 7 Agust2@12 tetang Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Pd2em#ukada dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KepatTata Usaha Negara

berupa;

a. Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batdomor:
270/188/Kpu Kota-041.329951/VIII/2012 tanggal 7 Ags 2012 tentang
Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Besertapi@mnya Pemilukada
Kota Batu Tahun 2012;

b. Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Bdberupa Berita
Acara Nomor: 270/75/BA/VINI/2012 tanggal 7 Agust2@312 tetang Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Pd2em#dukada dan

Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.



4. Memerintahkan Kepada Tergugat (Komisi Pemilihan dmiiota Batu) untuk
menerbitkan surat keputusan baru sebagai berikut:

- Menetapkan saudara Eddy Rumpoko dan Saudara HIP8ajutoso sebagai
Pasangan calon yang memenuhi syarat peserta pkeplala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dalam beritaaapanetapan pasangan
calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pengihald Daerah dan Wakil
Kepala Daerah kota Batu tahun 2012 sesuai dengaatuPen Perundang-
undangan yang berlaku;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarangdeh Rp.402.000,-

(empat ratus dua ribu rupiah).

2.Analisis Keputusan KPU No.29/Kpts/Kpu Kota.014.32951/2012 terhadap Pasal 115

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1987 tentang Peradilamata Usaha Negara

Di dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomiaun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi hany@sgutpengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksery Komisi Pemilihan
Umum Kota Batu seharusnya baru dapat melaksanakenyi tkamar (dictum)
keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayarNdrh2/G/2012/PTUN.SBY
tanggal 20 September 2012 pada tanggal 04 OktdhiE2 8ehingga tindakan KPU
Kota Batu dalam menerbitkan Keputusan KPU Kota Bédmor : No.29/Kpts/Kpu
Kota.014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasa@glon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan WuSpntoso sebagai



Pasangan yang Memenuhi Syarat sebagai PesertauPR¢epiala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Batu 2012.

Hasil putusan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2012KN$BY pada tanggal
20 September 2012 adalah mengabulkan gugatan Paemiokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) sebagai pihak Penggugat selgmjiflomisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Batu pada tanggal 21 September 2012 ksateakan putusan tersebut
dengan menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santelsagai peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomubi.

Hanya putusan pengadilan yang telah memperolehakakuhukum tatap
(Ikracht van gewijsdeyang dapat dilaksanakan. Sebelum putusan itu Sditedkan,
terlebih dahulu salinan putusan tadi dikirimkan gham surat tercatat oleh panitera
pengadilan setempat atas perintah ketua Pengadidém Usaha Negara (tingkat
pertama), yang mengadili dalam jangka waktu sel&apabatnya 14 hari, terhitung
sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukam te

Pada prinsipnya panitera hanya boleh memberikamasaputusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi dagatberikan salinan putusan
yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap desgmat harus membubuhkan
keterangan belum memperoleh hukum tetap (penjel@®asal 113 ayat 2 dan
penjelasan Pasal 116 ayat 1).

Dalam rangka melaksanakan putusan itu karena gugétabulkan (Pasal 97
ayat 8) yang berarti (para) tergugat harus memedahi melaksanakan kewajiban-
kewajiban yang dapat berupa:

a. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersan@Pasal 97 ayat 9 butir

a);

* Philipus M. Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewign§yachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki,
J.B.J M Ten Berge, P.J.J Van Buuren, F.A.M Stroiéngantar Hukum Administrasi Negara(I ntroduction
to be the Indonesian Administrarive Law), Gadja Mada Universiy Press, cetakan kesepuluh,2908 373.



b. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang Herstarg dan menerbitan
keputusan yang baru (Pasal 97 ayat 9 butir b);

c. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam grafagudidasarkan pada Pasal
3 (Pasal 97 ayat 9 butir c);

d. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat 10 jo Pasal;120)

e. Melakukan rehabitilasi (Pasal 97 ayat 11 jo Paga).1

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadiitn Usaha Negara
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal Uddang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedimy&adengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha degaerumuskan bahwa hanya
putusan pengadilanlah yang telah memperoleh kekodtakum tetap yang dapat
dilaksanakan.

Adapun untuk mekanisme eksekusi itu sendiri diatlmlam beberapa
ketentuan, yakni pasal 116 Undang-Undang No. 5 i&fiB6 sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang NoTahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun I@8ifang Tata Usaha
Negara dengan rumusan sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperolkbaten hukum tetap,
dikirimkan kepada para pihak dengan surat terad&dt Panitera Pengadilan
setempat aatas perintah ketua pengadilan yang miéinga dalam tingkat
pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (emjbes)deari.

2. Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilangytelah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalanflgyditerima tergugat

tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimat#islzsm dalam Pasal



97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negamg ¢sengketakan itu tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi.

. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakesmajteanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, dan hurdin kemudian setelah
90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajibany@sebut tidak
dilaksanakan, maka Penggugat mengajukan permohdepada Ketua
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)r &gngadilan
memerintahkan Tergugat melaksanakan Putusan Péangdeéirsebut.

. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakansBoti®Pengadilan yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pemhagjtemlah uang paksa
dan atau sanksi administratif.

. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan PengasBlaegaimana dimaksud
pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetalnE@ieoleh Panitera
sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimanakdimgpada ayat (3).

. Disamping diumumkan pada media massa cetak setesglzgaimana
dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus apgkan hal ini kepada
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintaingdert untuk
mmemerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putpsagadilan, dan
kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalafikagsi pengawasan.

. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis satksnistratif, dan tata
cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan akei administratif diatur

dengan peraturan perundang-undangan.



Bentuk-bentuk Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negaksekusi Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa:

1. Pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan Béelan atau Pejabat Tata
Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 9P@ayindang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk keduay&ablengan Undang-
Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan KedamWidang-Undang No. 5
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negarai gancakup:

a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bleusamgHal ini
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersiéhbebani
Penggugat, sehingga Tergugat harus mencabut Keputliata Usaha
Negara tersebut;

b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bleusamgdan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang batam hal gugatan
berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, pengjfat juga
membebani, namun masih harus diikuti dengan tinddke&kum lanjutan
yang berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat
menimbulkan keadaan hukum yang baru;

c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang belamdal Penggugat
mengajukan permohonan yang didasarkan pada adaepatu§an Tata
Usaha Negara yang fiktif, maka Tergugat berkewajibantuk
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dmmatieh

Penggugat.
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Tahap akhir dari penyelesaian sengketa Tata Us&lgartl pada Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) adalah eksekusi atau gaglan putusan Peratun
yang telah berkekuatan hukum tetgfnkracht van gewijsde) Eksekusi
mengandung makna pelaksanaan putusan oleh ataardbagtuan pihak lain di
luar para pihak yang bersengketa. Hakikat darilelsdidak lain adalah realisasi
dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk metigmestasi yang tercantum
di dalam amar putusan tersebut. Inilah tahap yamga menentukan tingkat
kemampuan dan keberhasilan setiap putusan badadilper menyelesaikan
sengketa di dalam sebuah negara hukum.

Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam PeradilanUEataa Negara diatur
dalam bagian Kelima dari Pasal 115 sampai dengaal B49 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986. Sesuai dengan prinsip-prinsipad prosedur Peradilan
Tata Usaha Negara bahwa Keputusan yang diguggi tetdaku pada masa
pemeriksaan di pengadilan, Pasal 115 menyatakamvabdidanya Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukunap tegang dapat
dilaksanakaan”.

Pasal 116 menentukan bahwa dalam empat bulan sedsfe@ar putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap tdikirimkan pada pihak
tergugat dan penggugat tidak melaksanakan kewgpgharsebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 97 Ayat (9) dan Pasal 2at £§) huruf a, maka
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakdnrtidenpunyai hukum lagi.

Ayat (3) mengatur dalam hal tergugat ditetapkamusiamelaksanakan
kewajibanya sebagaimana dalam Pasal 97 Ayat (f ludan c, dan kemudian
setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebutktiddaksanakannya, maka

penggugat mengajukaan permohonan kepada ketua diemgaebagaimana



dimaksudkan dalam ayat (1), agar pengadilan metaékan tergugat
melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Ayat (4), jika tergugat masih tetap tidak mau mstalakannya, ketua
pengadilan mengajukan hal ini kepada instatnsaagsgs menurut jenjang jabatan.
Ayat (5), instansi atasan sebagaimana dimaksudndajat (4), dalam waktu dua
bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketuaggoilan harus sudah
memerintahkan pejabat sebagaimana yang dimaksathdgjat (3) melaksanakan
putusan pengadilan tersebut.

Ayat (6), dalam hal instansi atasan sebagaimanaldiod dalam ayat (4),
tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimakadachdayat (5), maka ketua
pengadilan mengajukan kepada pemerintah, dalam pnesiden, sebagai
pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk méshkan pejabat tersebut
melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serafiighmemungkinkan
penundaan pelaksanaan putusan bila pihak ketigg patum terlibat dalam
sengketa ini mengajukan gugatan perlawanan (Pak2), Han bila gugatan
perlawanan ini tidak dengan sendirinya mengakibatkitundanya putusan
pengadilan.

Satu element penting dalam hukum acara Tata Usabarhl Indonesia dimuat
dalam Pasal 116, yang harus diikuti bila tergugahgabaikan putusan yaitu bila
ia menolak membuat keputusan baru. Jika sengketanya terkait pembatalan
sebuah keputusan, prosedur ini tidak dapat dibeklk karena keputusan itu
akan otomatis menjadi tidak sah setelah empat pbkendasarkan Pasal 116 ayat
(3). Langkah pertama yang diambil ketua pengadsietelah penolakan pejabat

menerbitkan keputusan yang baru adalah untuk megugian hal ini keatasanya.



Yos Johan Utama menyatakan, secara teoritis siskesakusi dengan cara
hierarki ini juga dihambat oleh berlakunya adascht-matigheid van bestur
(RVB). Asas hukum ini menghendaki untuk tidak membkesempatan dan hak
kepada atasan untuk menerbitkan keputusan yangathemgwenang bawahanya.
Penggunaan asas ini memang dilatarbelakangi suahsip bahwa suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewendayashanya. Pandangan
ini mengakibatkan kebuntuhan terhadap pelaksarksakesi putusan pengadilan,
sementara atasanya sendiripun tidak dapat berpaed@a, kecuali menganjurkan
tergugat untuk melaksanakan putusan kalau ia mexglke

Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan halkakimHuga tidak boleh
melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan keputyseny diperintahkan pada
amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan deng@butan “Hakim (pengadilan)
tidak boleh duduk dikursi pemerintahan”, yang asifbahwa hakim tidak boleh
mengambil alih tugas pejabat untuk mencabut atangoimh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara, oleh karena itu pencabutanyataenata menunggu pejabat
atau yang bersangkutan.

Hambatan akibat ketidakpatuhan pejabat Tata Usagans, sistem eksekusi
secara sukarela yang didasarkan pada kesadarabafpdjata Usaha Negara
menurut Supandi sangat berperan dalam menghamlagispraan putusan Tata
Usaha Negara. Mengenai hal ini, disimpulkan bahdeaktterlaksananya putusan
pengadilan disebabkan beberapa hal:

a) Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;

b) Adanya kepentingan pejabat;

c) Adanya kekeliruan visi dalam menggunakan wewenabgtgnya, dimana

pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan urkegentingan publik,



melainkan bertindak seolah-oleh institusi publikdianggap sebagai milik

pribadinya®

Pada dasarnya penggugat melakukan suatu gugataenkedilan adalah
bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat mesg&ékan perkaranya
dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalamyetesaikan
perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagiimhalalam
menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlabinmnya, karena hakim
dianggap tahu hukumny@us curita novit) tetapi mengetahui secara objektif
fakta atau peristiwva sebagai duduk perkara yangrsehya sebagai dasar
putusannya, bukan secasa priori (pikiran sendiri) langsung menemukan
hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahuluukiygerkaranya yang

sebenarnya.

Dengan demikian hakim telah berusaha semaksimagkmmntuk dapat
menjatuhkan putusan yang objektif, adil dan tidakedgaruhi oleh unsur

siapapun kecuali sikap objektivitas dan rasa kaadiemata.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur datsal B7 Undang-

Undang PTUN yang menyebutkan sebagai berfkut :

a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedal pihak diberi
kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terdidnupa

kesimpulan masing-masing;

® Paulus Effendi LotulungLintasan Sejarah dan Gerakan Dinamika Peradilan Bta Usaha Negara
(PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2013 HIm 75-79

" Sufriaman Amir, Putusan dan Pelaksanaan PTUN hitp://amanperhakimakassar.blogspot.cdinakses
tanggal 10 Juli 2014.

8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 tahun 266gang Perubahan Keduaa Atas Undang-Undang No.
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.




b. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpuddoagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka hakim ketua sidangyatekan bahwa
sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepagiisnhakim untuk
bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk memmeatigkan segala
sesuatu guna putusan sengketa tersebut;

c. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin dlekim ketua
majelis merupakan hasil permufakatan bulat. Kecyida setelah
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat adigegsmufakatan
bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;

d. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimakswuahdalat (3) tidak
dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditursgdagai
musyawarah majelis berikutnya;

e. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidakat diambil suara
terbanyak, maka suara terakhir haki ketua masjahg menentukan;

f. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hariga falam sidang yang
terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lmng harus
diberitahukan kepada kedua belah pihak;

Putusan Pengadilan dapat berupa;
1. Gugatan ditolak;

2. Gugatan dikabulkan;

3. Gugatan gugur.

. Dalam gugatan dikabulkan maka dalam putusan pelagai@irsebut dapat ditetapkan

kewajiban yang harus dilakukan oleh badan ataubpejtata usaha negara yang

mengeluarkan KTUN;

. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berup



1. Pencabutan KTUN yang bersangkutan;
2. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbithdsiN<yang baru; atau
3. Penerbitkan KTUN dalam hal gugatan didasarkan psea3.

c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ddipattai pembebanan ganti
rugi;

d. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimakalaindayat (8) menyangkut
kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaichiamgksud dalam ayat (9) dan

ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Isi Putusan
Isi putusan dari Pasal 29 ayat (7) diatas, makatddigetahui bahwa isi putusan
pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa; Gugditoiak, Gugatan
dikabulkan,Gugatan tidak diterima atau gugatan gugu
1. Gugatan Ditolak
Apabila isi putusan TUN adalah penolakan terhadagatn Penggugat berarti
memperkuat KTUN yang dikeluarkan oleh badan atajabpé TUN yang
bersangkutan. Diktum seperti ini sudah mengandwigyang memberikan
kepastiar,
2. Gugatan dikabulkan
Suatu gugatan dikabulkan adalah, adakalanya peuoiabseluruhnya atau
menolak sebagian lainya, isi putusan pengadilag yaengabulkan gugatan pihak
penggugat itu, berarti tidak membenarkan KTUN yaliigeluarkan oleh pihak

tergugat atau tidak dibenarkan sikap tidak berlayai-apa yang dilakukan oleh

® Indrohartg usaha memahai Undang-Ungang Tentang Peradilan TaUsaha Negara Buku I| PT Total
Grafindo, Jakarta, 2003 him. 134



tergugat, padahal itu sudah merupakan kewajibaagiarfy hal pangkal sengketa
berangkat dari Pasal 3)
Dalam hal guggatan dikabulkan, maka dalam putusasebut ditetapkan
kewajiban yang harus dilakukan oleh Terguggat ydapat berupa;
a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau
b. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkBldNKyang baru;
atau
c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan padalP.

3. Gugatan tidak dapat diterima putusan pengadilarg yaerisi tidak menerima
gugatan pihak penggugat, berarti gugatan itu tidaknenuhi persyaratan tersebut
sebagaimana yang dimaksud dalam prosetismissaldan atau pemeriksaan
persiapan. Dalam prosedur atau tahap tersebut,a kéengadilan dapat
mengatakan gugatan tidak dapat diterima. Karersamalgugatan yang diajukan
oleh pihak pengguggat tidak memenuhi persyaratag {elah ditentukan. Diktum
seperti ini dapat dikatakan bersifdeklaratoir yang tidak dapat membawa

perubahan apa-apa dalam hubungan yang ada antayguigat dan Terguggdt.

Susunan Isi Putusan
Dalam Hukum Acara Perdata suatu putusan hakimrietaii 4 (empat) bagian
yakni: Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pbairgan dan Amar.
1. Kepala Keputusan
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepailesan pada bagian atas
yang berbunyi “Demi keadilan yang berdasarkan katah yang maha esa”

2. ldentitas Para Pihak

19 |ndrohartoUsaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tati)saha Negara Buku 1| Ibid



Suatu perkara atau guggatan sekurang-kurangnya omgmip?2 (dua) pihak
(penggugat dan tergugat) maka didalam putusan loiiouat identitas para pihak
tersebut.

3. PertimbangagiConsiderans)
Dalam hukum acara perdata suatu putusan pengadi@amus memuat
pertimbangan-pertimbangan yang lazim dibagi 2 (dbagian: pertimbangan

tentang duduknya perkara atau peristiwanya dampgehgan tentang hukumnya.

4. Amar (diktum)
Merupakan jawaban atas petitum dari gugatan, sghimgnar atau diktum juga
merupakan tanggapan atas petitum itu sendiri. Hakmjib mengadili semua
bagian dari tuntutan yang diajukan pihak penggutgat dilarang menjatuhkan

putusan atas perkara yang dituntut atau mengablgkimdari yang dituntu't:

Putusan PTUN yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetakrgtht) yakni?

Putusan yang mempunyai hukum tetaykracht Van Gewijsde)aitu putusan
pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukgirterhadap putusan tersebut.

Pelaksanaan suatu putusan pengadilan dalam kehidwgpaegara khususnya
negara hukum sangat penting demi menjamin kepastigeam. Suatu keputusan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatkom tetap tidak dapat
diganggu gugat lagi, maksudnya dapat dilaksana&arhdrus ditaati oleh siapau juga
termasuk pemerintahan. Hanya putusan Pengadilam tgdeth memperoleh kekuatan

hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

11 sufriaman AmirPutusan dan Pelaksanaan PTUNIbid
12 Simple, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Wedera Sebagai Kepatuuhan Hukum Dalam Bernegara,
htpp://iyan88simple.blogspot.com diakses tanggalulD2014.



Jangka waktu perhitungan suatu putusan yang tételcakan sampai dengan
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetapnd@éngadilan Tata Usaha Negara
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukcamaaperdata yang akhirnya
akan bermuara pada ekesekussi dari putusan terseksékusi sendiri adalah
pelaksanaan putusan pengadiexecutie).

Salinan putusan pengadilan yang telah memperol&hakan hukum tetap,
dikirimkan kepada pihak dengan surat tercatat Bi@hitera Pengadilan setempat atas
perintah ketua Pengadilan yang mengadili dalankéihgertama selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas hari). Meskipun puti®Eamgadilan belum memperoleh
kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkgratadaemperoleh salinan putusan
yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan t@r&sttum memperoleh kekuatan
hukum tetap. Tenggang waktu 14 (empat belas) hasdtab, dihitung sejak saat

putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil putusan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/20128P$BY pada tanggal
20 September 2012 adalah mengabulkan gugatan PRdaiokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) selaku Penggugat selanjutnya $iofemilihan Umum (KPU)
Kota Batu sebagai Tergugat. Komisi Pemilihan UmiiRl) Kota Batu pada tanggal
21 September 2012 melaksanakan putusan tersebgardemenetapkan Eddy
Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai peserta Pengpal® Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan nomor urut 4 adalah sebatsiganaan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya No: 112/G/2012/PTUN.&BMna pada tanggal 21
September 2012 pihak Penggugat menyatakan meng@umigan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dan tidak melakukan upayarhb&rikutnya yakni banding.

B. SARAN

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan soga sebagai
penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil akepDaerah diberikan
kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 200Momor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yangeetaimtum dalam Pasal 57 ayat
(1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Konkg@milihan Umum dalam
menjalankan tugasnya harus bersikap jujur, adih demegang amanah sebagai

penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakibkepaerah.



